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TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2021

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7
ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, perlu menetapkan Rencana Strategis Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun
2016-2021 dengan Keputusan Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Gresik.

2. bahwa untuk meningkatkan sistem perencanaan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik perlu
direview (dirubah) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;


http://www.gresik.go.id/

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerabh;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015 — 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembanguna  Jangka Panjang  Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah,;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 — 2019;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;



Menetapkan

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Gresik;

MEMUTUSKAN

. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK TENTANG PERATURAN KEPALA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG NOMOR
2 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2021.

Pasal 1
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021

disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN

BAB I GAMBARAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK

BAB llI ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJIJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN MATRIK RENCANA STRATEGI



Pasal 2
Uraian Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun
2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat
dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan.

Pasal 3
Perubahan Kedua Rencana Strategis Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2016-
2021 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Gresik Tahun 2016 sampai dengan 2021.

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi  : Gresik
Pada Tanggal : 12 Februari 2019
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Gresik Tahun 2016 — 2021 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 — 2021.

Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang
ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik yang memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok

yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2021.

Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya
akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana



Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang Kabupaten Gresik.

Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini
merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sebagaimana ketentuan
Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan

pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2016 — 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 13.1/PRT/M/2015 Rencana Strategis kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019



10.

11.

12.

1.3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1
Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2008;

Peraturan Bupati Gresik Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;

Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah,;

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Gresik Tahun 2016 — 2021 dimaksudkan agar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang Kabupaten Gresik mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,

regional, nasional dan global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan

berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kabupaten Gresik Tahun 2016 — 2021 adalah untuk :

1.

Menjabarkan arahan RPIJMD Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 ke dalam
rencana instansional,

Menjabarkan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Gresik 2016 — 2021 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja
operasional;

Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai

acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;



4.

Menentukan strategi untuk : pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen
yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan
strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horisontal, peningkatan

produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten

Gresik Tahun 2016-2021 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

1.

BAB |

Berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum
latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra,
maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan tata urut penyusunan Renstra.
BAB I

Berisi uraian tinjauan terhadap keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, yang
terdiri atas uraian tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber daya SKPD,
kinerja pelayanan SKPD dan tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan SKPD.

BAB Il

Berisi uraian isu-isu strategis berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan
SKPD (potensi dan permasalahan pelayanan SKPD); Hasil review Renstra
SKPD provinsi; Hasil penelaahan RTRW; Hasil analisis dokumen KLHS; dan
Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu
pelaksanaan Renstra SKPD

BAB IV

Berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 yang terdiri atas visi dan misi,
tujuan dan sasaran Jangka menegah, strategi dan kebijakan yang akan
dilaksanakan sampai dengan akhir tahun renstra yakni tahun 2016.

BAB V

Berisi uraian tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sampai dengan



akhir tahun renstra yakni tahun 2021, Sinkronisasi program Renstra dan
RPJMD.

BAB VI

Berisi uraian Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD.

BAB VI

Merupakan bab penutup yang berisi uraian tentang kaidah pelaksanaan
Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun
2016-2021, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan
RKT dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja SKPD.

BAB| PENDAHULUAN '5



BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi OPD

A.

Kepala Dinas

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Dalam melaksanakan

tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1.

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum
dan tata ruang;
Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang

pekerjaan umum dan tata ruang;

. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan di bidang pekerjaan umum

dan tata ruang;

. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang

pekerjaan umum dan tata ruang;

. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan

bidang pekerjaan umum dan tata ruang; dan

. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

bidang tugasnya.



B.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat,

kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga

kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, informasi dan

publikasi, evaluasi dan pelaporan urusan pekerjaan umum dan tata ruang.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris

menyelenggarakan fungsi:

1.

Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan
di lingkungan Dinas;

Pelayanan administrasi umum, Kketatausahaan, kearsipan, keuangan,
perjalanan dinas dan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pekerjaan
umum dan tata ruang;

Pengolahan data, pengelolaan informasi, komunikasi dan dokumentasi
urusan pekerjaan umum dan tata ruang;

Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
Pelaksanaan pengkoordinasian bidang di lingkup dinas;

Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan
program dan kegiatan;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi yang terdapat di Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a.

Melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan

ketatausahaan;

. Mengelola tertib administrasi perkantoran kepegawaian dan kearsipan;
. Menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;

. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan

sarana prasarana kantor;

. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan

dan perjalanan dinas pimpinan;

Melaksanakan pengadaan, perawatan dan pelaporan inventaris kantor;



g.

h.

a.

Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan
pengembangan kompetensi pegawai;

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan bidang tugasnya.

. Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;

b. Mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan,;

c. Mengelola pembukuan dan perbendaharaan;

d.

e. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja

Melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;

keuangan;

Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan Dinas;

. Melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak

lainnya; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas :

a.

b
C.
d

Melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;

. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas;

Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;

. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
Melaksanakan pengolahan data, penyajian informasi dan komunikasi urusan

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

. Mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan

kegiatan serta penyampaian informasi, komunikasi dan dokumentasi urusan
pekerjaan umum dan tata ruang; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



C. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan sebagian urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang sumber
daya air. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam
melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan
di lingkungan dinas pekerjaan umum dan tata ruang;

2. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan, keuangan,
perjalanan dinas dan urusan kepegawaian di lingkungan dinas pekerjaan
umum dan tata ruang;

3. Pengolahan data, pengelolaan informasi, komunikasi dan dokumentasi
urusan pekerjaan umum dan tata ruang;

Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;

Pelaksanaan pengkoordinasian bidang di lingkup dinas pekerjaan umum dan

tata ruang;

6. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan
program dan kegiatan; dan

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan seksi perencanaan sumber daya air;

b. Menyusun pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan
sumber daya air;

c. Merumuskan bahan kebijakan perencanaan dan analisis dan evaluasi
kelayakan program dan kegiatan di bidang sumber daya air;

d. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan
penyusunan perencanaan sumber daya air dan fasilitasi pengadaan
barang dan jasa;



. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat

di bidang program dan umum, serta pengelolaan sistem informasi dan
data sumber daya air;

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi kegiatan manajemen
mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di
bidang perencanaan sumber daya air;

. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

dan kebijakan teknis di bidang perencanaan sumber daya air; dan

. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan

pemeliharaan jalan dan jembatan;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas :

a.

Menyusun rencana kegiatan seksi pelaksanaan di bidang sumber daya

air;

. Menyusun rumusan bahan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan serta

pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknis,
pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi;

. Mempersiapkan penyerahan operasi dan pemeliharaan, serta fasilitasi

penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan
dan kesehatan kerja (SMK3);

. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan

pengendalian dan pengawasan kegiatan konstruksi dan non konstruksi di

bidang sumber daya air;

. Melaksanakan kegiatan dan persiapan penyerahan operasi dan

pemeliharaan serta fasilitasi kebijakan teknis penerapan manajemen mutu
dan sistem keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pelaksanaan
sumber daya air;

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi  kegiatan
pemberdayaan masyarakat dan kebijakan teknis di bidang sumber daya

air;

. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan

kebijakan teknis di bidang pelaksanaan sumber daya air; dan
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h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan seksi operasi dan pemeliharaan;

b. Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan
pemeliharaan sumber daya air;

c. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan fasilitasi
pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan kegiatan di bidang operasi
dan pemeliharaan sumber daya air;

d. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang operasi dan
pemeliharaan sumber daya air;

e. Melaksanakan kegiatan penanggulangan kerusakan akibat bencana dan
kebijakan teknis penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air;

f. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan sumber
daya air;

g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan
pelaksanaan teknis di bidang operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Sumber Daya Air sesuai dengan bidang tugasnya.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

D. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam
melaksanakan sebagian tugas urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang
bina marga. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam
melaksanakan tugas Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan
program dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan

jembatan serta penerangan jalan umum;
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2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan konektivitas
sistem jaringan jalan transportasi dan program lain di bidang bina marga;

3. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan di bidang bina marga;

4. Pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang bina marga;

5. Pelaksanaan program, pengendalian kegiatan dan perencanaan teknis
pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan
umum dan kebijakan teknis di bidang bina marga;

6. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi audit keselamatan jalan
dan jembatan serta leger jalan;

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengujian konstruksi
pelaksanaan serta program lain di bidang bina marga;

8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bidang Bina Marga terdiri dari :
1. Seksi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana kegiatan seksi perencanaan dan evaluasi;

b. Melaksanakan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan
pemograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan
dan jembatan serta penerangan jalan umum;

c. Melaksanakan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan sistem moda
transportasi dan pembinaan di bidang ke binamargaan;

d. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
perencanaan konektivitas sistem jaringan jalan transportasi dan program
lain di bidang bina marga;

e. Melaksanakan pengujian mutu konstruksi dan memberikan rekomendasi
teknis izin pemanfaatan jalan dan utilitas milik jalan dan jembatan;

f. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis perencanaan dan evaluasi
hasil pengujian konstruksi di bidang bina marga;

g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil audit keselamatan
jalan dan jembatan serta leger jalan;

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.
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2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

a

. Menyusun rencana kegiatan pengendalian konstruksi dan mutu
pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
. Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis dalam mengendalikan

konstruksi dan mutu pelaksanaan jalan dan jembatan;

. Menyusun dan mengembangkan standart dokumen pengadaan di bidang

jalan dan jembatan;

. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan norma,
standart, pedoman dan kriteria di bidang jalan dan jembatan;

. Melaksanakan pembangunan dan kebijakan teknis penerapan norma,
standart, pedoman dan kriteria di bidang jalan dan jembatan, penetapan
laik fungsi jalan dan penerangan jalan umum;

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
di bidang pembangunan jalan dan jembatan;

. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan penetapan lain dan
fungsi jalan dan jembatan;

. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

a
b

. Menyusun rencana kegiatan seksi preservasi jalan dan jembatan;
. Menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi

pelaksanaan kegiatan preservasi jalan dan jembatan;

. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan

preservasi jalan dan jembatan;

. Melaksanakan preservasi, evaluasi dan penetapan audit keselamatan
jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;

. Melaksanakan pemantuan dan evaluasi pemanfaatan bagian—bagian
jalan;
Melaksanakan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi
jalan dan jembatan;

. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
preservasi jalan dan jembatan;

. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Bina Marga sesuai dengan bidang tugasnya.
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Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

E.

Bidang Cipta Karya

Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam

melaksanakan sebagian urusan pekerjaan umumdan tata ruang di bidang cipta

karya. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi :

1.

Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kegiatan dan perencanaan
program dan kegiatan di bidang cipta karya;

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang
cipta karya;

Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan program di bidang cipta karya;

Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang

cipta karya;

5. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang cipta karya,

Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang cipta
karya;

Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program di bidang cipta karya; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kegiatan seksi perencanaan dan pengendalian;

b. Menyusun bahan dan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi perencanaan
dan pengendalian pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang
bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;

c. Melaksanakan sinkronisasi program-program keciptakaryaan;
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. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan

di bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya;

. Melaksanakan fasilitasi dalam penguatan kapasitas perencanaan dan

penyusunan program di bidang keciptakaryaan;
Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis rencana program investasi
infrastruktur jangka menengah (RP12JM) di bidang keciptakaryaan;

. Melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkalan terhadap

pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan;

. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan

kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian cipta karya;
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Cipta Karya sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum mempunyai tugas:

a.
b.

Menyusun rencana kegiatan seksi pelaksanaan PLP dan Air minum;
Menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan di bidang

pelaksanaan PLP dan air minum;

. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan

di bidang pelaksanaan PLP dan air minum;

. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan SPAM dan PLP serta

pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;

. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis pengembangan sistem air

limbah domestik regional;

Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
dan kebijakan teknis SPAM dan PLP;

Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan
kebijakan teknis di bidang pelaksanaan PLP dan air minum;

. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata

Cipta Karya sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas :

a.
b.

Menyusun rencana kegiatan seksi pelaksanaan penataan bangunan;
Menyusun bahan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi kegiatan
penyelenggaraan infrastruktur kawasan strategis daerah;

Menyusun penetapan bangunan untuk kepentingan strategis daerah;
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d. Melaksanakan penyelanggaraan bangunan gedung untuk kepentingan
strategis daerah;

e. Melaksanakan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di
kawasan strategis daerah;

f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan
pembangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah;

g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan
penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Cipta Karya sesuai dengan bidang tugasnya,;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

F. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa konstruksi mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam
melaksanakan sebagian urusan pekerjaan umum dan tata ruang di bidang jasa
konstruksi. Bidang jasa konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam
melaksanakan tugas bidang jasa konstruksi, menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan
perencanaan program di bidang jasa konstruksi;

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang
jasa konstruksi;

c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan program di bidang jasa konstruksi;

d. Pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang jasa konstruksi;

e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang jasa konstruksi;

f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang jasa
konstruksi;

g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan program di bidang jasa konstruksi;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.
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Bidang Bina Jasa Konstruksi, terdiri dari:

1. Seksi Pengaturan Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas:

a.

Menyusun rencana kegiatan seksi pengaturan di bidang bina jasa
konstruksi;
. Menyusun bahan rumusan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi di bidang

pengaturan jasa konstruksi;

. Menyusun norma, standart, prosedur dan kriteria penilaian kepatuhan

terhadap pelaksanaan pengaturan jasa konstruksi;

. Melaksanakan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pengaturan jasa

konstruksi;

. Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis penjaminan mutu

pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi;
Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyebarluasan

peraturan penjaminan mutu di bidang jasa konstruksi;

. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengaturan

jasa konstruksi; dan

. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

bina jasa konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas:

a.
b.
C.

Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan jasa konstruksi;
Menyusun bahan pembinaan kebijakan di bidang jasa konstruksi;
Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pemberdayaan

jasa konstruksi;

. Melaksanakan pelayanan administrasi dan penyelenggaraan sistem

informasi jasa konstruksi;

. Melaksanakan penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa

konstruksi;
Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang

pemberdayaan jasa konstruksi;

. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan

kebijakan teknis di bidang pemberdayaan jasa konstruksi;

. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang

Bina Jasa Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.
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3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas :
a. Menyusun rencana kegiatan seksi pengawasan di bidang bina jasa
konstruksi;
b. Menyusun bahan rumusan Kkebijakan, pembinaan dan fasilitasi
pengawasan jasa konstruksi;
c. Menyusun pedoman pemantuan dan evaluasi tertib penyelenggaraan jasa
konstruksi;
d. Melaksanakan pelayanan administrasi jasa konstruksi;
e. Melaksanakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka memenuhi
kualifikasi fungsi lelang cepat;
f. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan
pengawasan jasa konstruksi;
g. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan jasa
kosntruksi;
h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Bina Jasa Konstruksi sesuai dengan bidang tugasnya.
Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi.

G. Bidang Tata Ruang

Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan tata
ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pengendalian dan pemanfaatan tata
ruang serta utilitas. Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dalam
melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasikan bahan kebijakan dan penyusunan

perencanaan program di bidang tata ruang;

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang

tata ruang;

c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk

pelaksanaan program di bidang tata ruang;

d. Pelaksanaan pelayanan administrasi program di bidang tata ruang;

e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
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f.

g.

h.

Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan fasilitasi program di bidang tata
ruang;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan
teknis di bidang tata ruang;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Ruang terdiri dari :

1. Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata Ruang mempunyai tugas :

a.
b.

Menyusun rencana kegiatan seksi perencanan dan pengaturan tata ruang;
Melaksanakan koordinasi dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan dan program penataan ruang;

Menyusun rencana rinci tata ruang, rencana tata bangunan dan

lingkungan;

. Menyusun perencanaan dan penetapan norma, standart, prosedur dan

manual serta pedomanteknis pelaksanaan penataan ruang;

. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi dan pengembangan sistem

informasi penataan ruang;

Melaksanakan penyusunan rencana teknis tata ruang sesuai standart
minimal penataan ruang;

Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaporan perencanaan

penataan ruang;

. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang mempunyai tugas:

a.

b
C.
d

Menyusun rencana kegiatan seksi pelaksanaan dan penataan ruang;

. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penataan ruang;

Melaksanakan koordinasi penyusunan penataan jaringan utilitas;

. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penataan

ruang dan koordinasi pelaksanaan teknis penataan ruang dan jaringan

utilitas;

. Melaksanakan koordinasi arahan teknis pembangunan jaringan utilitas

dan penataan bina manfaat tata ruang;
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Melaksanakan kegiatan dan kebijakan teknis penataan ruang, pembinaan
dan fasilitasi peran serta masyarakat dalam penataan ruang;

. Melaksanakan penyebarluasan informasi pelaksanaan penataan ruang;

. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan

kebijakan teknis pelaksanaan dan penataan ruang; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang mempunyai

tugas :

a.

Menyusun rencana kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan

ruang;

. Melaksanakan koordinasi dalam pengawasan pengendalian pemanfaatan

ruang, tata bangunan dan lingkungan;

. Menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan

pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

. Melaksanakan tindaklanjut hasil pengawasan dan pengendalian

pemanfaatan ruang;

. Melaksanakan operasional PPNS penataan ruang;

Melaksanakan koordinasi penertiban penataan dan pemanfaatan tata

ruang;

. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan

pengendalian dan pengawasan penataan ruang;

. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat
mandiri. Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan.
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UPTD

Dinas dapat dibentuk UPT untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis

operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1

(satu) atau beberapa kecamatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

mempunyai UPT yang terdiri dari :

1.

UPT Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Selatan di Kecamatan Menganti yang

meliputi : Kecamatan Menganti, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Cerme dan

Kecamatan Duduksampeyan, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan

Wringinanom, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Balongpanggang;

UPT Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Utara di Kecamatan Sidayu yang

meliputi wilayah kerja Kecamatan Sidayu, Kecamatan Bungah, Kecamatan

Dukun, Kecamatan Ujungpangkah dan Kecamatan Panceng;

UPT Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Bawean di Kecamatan Sangkapura

yang meliputi wilayah kerja Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan

Tambak;

UPT Peralatan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan program dan Kkegiatan pengelolaan dan
perawatan alat berat dan peralatan lainnya;

b. Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan perawatan alat
berat dan peralatan lainnya,;

c. Penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan alat-alat berat dan
pengecekan secara berkala perawatan alat berat dan peralatan lainnya;

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan perawatan
alat berat dan peralatan lainnya; dan

e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang
teknis pengelolaan limbah cair domestik;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan limbah cair domestik;

c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pengelolaan limbah cair
domestik;

d. Pelaksanaan pelayanan teknis tata kelola limbah cair domestik;
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e. Pelaksanaan pengawasan di bidang pengelolaan limbah cair domestik
sesuai standar baku mutu;

f. Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan jaringan informasi limbah cair
domestik;

g. Pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan jasa;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan
program dan kegiatan pengelolaan limbah cair domestik; dan

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 48 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, adalah terdiri atas :
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KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS
[ } ]
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN PROGRAM SUB BAGIAN
DAN KEPEGAWAIAN DAN PELAPORAN KEUANGAN
[ | [ I |
BIDANG BIDANG BIDANG BINA JASA
BIDANG BINA MARGA BIDANG CIPTA KARYA SUMBER DAYA AIR TATA RUANG KONSTRUKSI
— I | 1 ] P
SEKSI PERENCANAAN DAN SEKSI PENGATURAN JASA
SEKSI PERENCANAAN H  SEKSI PERENCANAAN — SEKSI PERENCANAAN H PENGATURAN TATA — KONSTRUKSI
DAN EVALUASI DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA AIR RUANG

SEKSI PEMBANGUNAN

SEKSI PELAKSANAAN PLP

SEKSI PELAKSANAAN

SEKSI PELAKSANAAN

SEKSI PEMBERDAYAAN JASA

JALAN DAN JEMBATAN u DAN AIR MINUM 1 SUMBER DAYA AIR 1 PENATAAN RUANG 1 KONSTRUKSI
SEKSI PELAKSANAAN SEKSI SEKSI
SEKSI PRESERVASI JALAN [ PENATAAN BANGUNAN OPERASIDAN | SEKSI PENGENDALIAN DAN | Y PENGENDALIAN DAN
DAN JEMBATAN DAN LINGKUNGAN PEMELIHARAAN SUMBER PENGAWASAN PENGAWASAN JASA
DAYA AIR PEMANFAATAN RUANG KONSTRUKSI
UPT UPT UPT UPT UPT
WILAYAH UTARA WILAYAH SELATAN WILAYAH BAWEAN PERALATAN PENGELOLAAN

LIMBAH CAIR DOMESTIK

Gambar 2. 1 Susunan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Gresik

2.3

Sumber Daya SKPD

Sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri dari:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dipimpin seorang Kepala Dinas;

2. Sekretariat, dipimpin seorang sekretaris terdiri dari :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri 1 orang Kepala Sub Bagian

dan 3 orang staf
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b. Subbagian Program dan Pelaporan, terdiri 1 orang Kepala Sub Bagian
dan 2 orang staf

c. Subbagian Keuangan, terdiri 1 orang Kepala Sub Bagian dan 7 orang staf

. Bidang Bina Marga, dipimpin seorang Kepala Bidang terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 6
orang staf

b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, terdiri 1 orang Kepala Seksi
dan 7 orang staf

c. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 11
orang staf

. Bidang Cipta Karya dipimpin seorang Kepala Bidang terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 4
orang staf

b. Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum , terdiri 1 orang Kepala Seksi dan
5 orang staf

c. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, terdiri 1 orang
kepala seksi dan 3 orang staf

. Bidang Sumber Daya Air, dipimpin seorang Kepala Bidang terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 3
orang staf

b. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 5
orang staf

c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, terdiri 1 orang Kepala
Seksi dan 6 orang staf

. Bidang Tata Ruang, dipimpin seorang Kepala Bidang terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Pengaturan Tata Ruang, terdiri 1 orang Kepala
Seksi dan 1 orang staf

b. Seksi Pelaksanaan Penataan Tata Ruang, terdiri 1 orang Kepala Seksi
dan 1 orang staf

c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang, terdiri 1 orang
Kepala Seksi dan 2 orang staf

. Bidang Bina Jasa Konstruksi, dipimpin seorang Kepala Bidang terdiri dari :

a. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 1

orang staf
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b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi, terdiri 1 orang Kepala Seksi dan 1
orang staf

c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Jasa Konstruksi, terdiri 1 orang
Kepala Seksi dan 1 orang staf

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin seorang Kepala Bidang terdiri dari :

a. Unit Pelaksana Teknis Gresik Selatan, terdiri 1 orang Kepala UPT dan 10
orang staf

b. Unit Pelaksana Teknis Gresik Utara, terdiri 1 orang Kepala UPT dan 7
orang staf

c. Unit Pelaksana Teknis Gresik Bawean, terdiri 1 orang Kepala UPT dan 5
orang staf

d. Unit Pelaksana Teknis Peralatan, terdiri 1 orang Kepala UPT dan 8 orang
staf

e. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Limbah Cair Domestik, terdiri 1 orang
Kepala UPT dan 1 orang staf

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata terdapat tenaga honorer sebanyak

232 orang.
Tabel 2. 1 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan
pendidikan
NAMA ESELON PNS GOLONGAN PNS & CPNS JK

UNIT K&A 1l m v IV/ie | IVIb | IV/a M lilic | lIlVb ﬂiﬂ |1/d Il/c &_Ilfa Iid lic b lla L
KEPALA DINAS 1 1 1 1
SEKRETARIAT 1 16 1 1 5 1 1 10
BINA MARGA 1 28 1 10 2 1 3 1 25

SUMBER DAYA AIR

1 1
1 1
3 1
1 2

alw|w| =

CIPTA KARYA 1

TATA RUANG

-
=
-

LN LS N N

mlo|w|w|o

GRESIK UTARA

-

(GRESIK SELATAN

BAWEAN

PERALATAN

BINA JASA KONSTRUKSI

Mlw w2l ]w]w]w

LIMBAH CAIR DOMESTIK
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JUMLAH
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2.4 Kinerja Pelayanan SKPD

Hasil

capaian

kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan dari

akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengemban visi dan misinya, sebab

melalui penetapan hasil capaian kinerja akan dapat diketahui tingkat keberhasilan,
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kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan program dan kegiatan
operasional organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja maka tingkat hasil capaian kinerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dapat disampaikan sebagai
berikut :

1. Peningkatan koordinasi teknis dengan instasi terkait dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian .

2. Perlu dilaksanakan penanganan program secara terpadu, sehingga prioritas
dan kontinyuitas kegiatan dapat terlaksanan dengan baik.

3. Sebagai Dinas Teknis juga mempunyai tugas sebagai pelayanan masyarakat
dalam hal perijinan, penanggulangan dan penanganan (Force Majure) dalam

keadaan terpaksa seperti banijir.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi
dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana
strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan tata
ruang terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-

masing dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan
dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pekerjaan Umum dan tata ruang terdiri atas
faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

1. Faktor Kekuatan Organisasi :
. Tersedianya anggaran yang cukup

a
b. Tersedianya SDM yang berpengalaman

c. Tersedianya Tupoksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

e. Jumlah tenaga yang ada

2. Faktor Kelemahan Organisasi :
a. Belum mantapnya koordinasi antar bidang

b. Jumlah tenaga teknik belum memenuhi kebutuhan

26



c. Kurangnya displin aparat
d. Banyaknya jenis kegiatan yang ditangani

e. Banyak alat-alat /sarana yang umumnya tidak layak pakai

B. Lingkungan Eksternal
Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada
pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung
oleh manajemen Dinas, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja
organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor
peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi.
1. Faktor Peluang Organisasi :
a. Adanya hubungan informasi dan komunikasi antar dinas/ instansi terkait
baik horizontal maupun vertikal
b. Adanya bantuan pihak ketiga/ para tenaga ahli dan teknik untuk
pelaksanaan perencanaan
c. Adanya dukungan Perda, Juklak dan Juknis tugas pekerjaan umum dan
tata ruang.
2.  Faktor Tantangan Organisasi :
a. Mengatasi dan mensinkronkan program baik horizontal maupun vertikal.
b. Menyatukan persepsi antara dinas dengan pihak ketiga

c. Mampu menjembatani pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah

2.6 Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi
organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan
efisien. Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical success factors) merupakan
faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi
yang mencakup bidang atau aspek dari misi di mana di dalamnya sangat
tergantung pada keberhasilan kinerja instansi pemerintah. Faktor-faktor kunci
keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan
internal dan eksternal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka menentukan
tingkat urgensi dan dampak potensialnya dan kemudian dilanjutkan dengan

penentuan skala prioritas. Dengan menggunakan faktor-faktor inilah diharapkan
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keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Gresik akan dapat diupayakan secara maksimal guna
mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhir tahun

2021 yang akan datang.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT, faktor-faktor kunci
keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik dapat
dirumuskan sebagai berikut :

1. Mendayagunakan sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan
kualitas pekerjaan yang kurang optimal

2. Mendayagunakan pihak ketiga /para tenaga ahli untuk menghindari hal-hal
yang tidak diiginkan

3. Mendayagunakan Peraturan yang ada untuk kelancaran pelaksanaan tugas

4. Mengoptimalkan koordinasi dan memanfaatkan peraturan yang ada guna
meningkatkan produktifitas kerja

5. Meningkatkan hubungan kerja antar dinas dengan stakeholder

6. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang ada
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BAB 3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD

3.1.1 Sumber Daya Air (SDA)

Luas irigasi teknis keseluruhan di Kabupaten Gresik pada tahun 2017
sebesar 147.536 m?. Dari luas tersebut sebesar 30.264 Ha atau sebesar 21%
berada dalam kondisi baik dan 117.272 Ha atau sebesar 79% berada dalam
kondisi rusak. Dapat diketahui persentase luas irigasi yang berkondisi buruk lebih
besar dibandingkan dengan kondisi baiknya. Hal tersebut dikarenakan transisi
musim yang menjadikan hujan sulit diprediksikan sehingga mengakibatkan
rusaknya saluran irigasi yang tidak mampu menampung banjir dan pada masa
kemarau areal persawahan terancam kekeringan. Namun meskipun demikian,
pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir juga sangat berupaya untuk
meningkatkan kondisi infrastruktur terutama dengan upaya menggenjot proyek-
proyek infrastruktur untuk dapat mencapai ekonomi yang berdikari serta
kedaulatan pangan. Namun demikian, dalam capaian indikator kinerja RPJMD

Tahun 2016 sampai dengan 2021 mempunyai kriteria penilaian sangat tinggi.

Sehubungan pelimpahan wewenang Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas

Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah
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provinsi merupakan kewenang Balai Besar, potensi pemanfaatan Sungai
Bengawan Solo sebagai sumber air baku menjadi kurang optimal, sedangkan
kebutuhan air baku di Kabupaten Gresik masih belum terpenuhi secara
menyeluruh. Berdasarkan profil PDAM, sumber baku yang digunakan oleh PDAM
berasal dari:
1. Kali Surabaya
IPA Krikilan
IPA Legundi
IPA Perumnas
Sumur Dalam Suci
Sumur Dalam Randuagung
Sumur GKB llI
Air Curah, Segoromadu
Air Curah Gadung
10. Air Curah PT. Dewata
11. Air Curah PT. Drupadi

© 0 N o g b~ N

Kondisi geografis Kabupaten Gresik merupakan daerah hilir aliran sungai.

Sehubungan pelimpahan wewenang Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Daerah
kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi
merupakan kewenang Balai Besar, dalam rangka pemenuhan kualitas air baku
mengalami kendala karena keterbatasan kewenangan. Sedangkan, sebagai
daerah hilir memerlukan upaya pengolahan dan pengelolaan kualitas air lebih
dibandingkan daerah hulu sungai.

o
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Terdapat alih fungsi lahan dari waduk/embung/bozem menjadi kegiatan
perikanan. Keberadaan waduk/embung/bozem yang berfungsi menampung air
banyak yang bergeser menjadi lahan pertanian atau tambak sehingga fungsi
waduk tidak optimal dan debit airnya menyusut. Perubahan fungsi tersebut dapat
membahayakan terutama pada kekuatan tanggul yang semakin berkurang
sehingga saat musim hujan rawan tergerus dan ambrol. Hal ini pada akhirnya
menimbulkan masalah karena fungsi waduk/embung/bozem yang seharusnya
menjadi hak sumber air secara umum, namun karena dibudidayakan menjadikan

keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan air disekitarnya.

3.1.2 Air Minum

Sistem Penyediaan Air Minum yang terdapat di Kabupaten Gresik meliputi
SPAM Jaringan Perpipaan PDAM, SPAM Jaringan Perpipaan Non PDAM, dan
SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP). Untuk mendukung target Pemerintah
Pusattahun 2019 mencapai 100% air bersih, program kegiatan Dinas PUTR
Kabupaten Gresik berfokus pada SPAM Jaringan Perpipaan Non PDAM dengan
sistem HIPPAM yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Gresik.

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Gresik pada tahun 2016 tercatat
sebanyak 366.554 Rumah Tangga. Sedangkan penduduk pengguna air bersih
non PDAM (HIPPAM) tahun 2018 adalah sebanyak 225.705 penduduk atau
sekitar 61,57%. Kondisi ini meningkat sebesar 1,06% dari tahun sebelumnya,
yaitu sebanyak 223.333 penduduk pengguna air bersih non PDAM (HIPPAM).

Secara keseluruhan, jumlah total rumah tangga terakses air bersih non
PDAM (HIPPAM) tahun 2018 adalah sebanyak 23.653 rumah tangga atau sekitar
6,45% dari seluruh rumah tangga di Kabupaten Gresik. Kondisi ini meningkat
sebanyak 11,15% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 21.280 rumah tangga
terakses air bersih non PDAM (HIPPAM). Namun, untuk mencapai target
pengguna air bersih masih terdapat kendala. Misalnya, sumber air baku di desa
yang tingkat keasamannya tinggi sehingga akses air bersih yang dikelola oleh
HIPPAM sulit untuk memenuhi target pemenuhan kebutuhan air bersih.
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Di Kabupaten Gresik terdapat beberapa desa yang termasuk dalam kategori

daerah kritis kekeringan atau rawan air. Alah satu upaya mengatasinya adalah

dengan pembuatan sumur bor dalam yang merupakan sistem SPAM Jaringan

bukan perpipaan (BPJ). Pembuatan sumur bor dalam didahului dengan tes

geolistrik untuk mengetahui potensi air terdapat pada kedalaman berapa.

Permasalahan SPAM yang ada pada kondisi eksisting dibagi menjadi 3 (tiga)

bagian, yaitu permasalahan pada SPAM jaringan perpipaan PDAM, SPAM

jaringan perpipaan Non PDAM dan SPAM bukan Jaringan perpipaan.

Permasalahan yang dihadapi oleh setiap sistem dibagi menjadi 3 (tiga) bagian

besar yaitu, permasalhan aspek teknis, permasalahan aspek manajemen dan

permasalahan aspek keuangan.

Tabel 3. 1 Permasalahan SPAM

SPAM Kapasitas jaringan distribusi yang ada  Penyusunan
Jaringan masih terbatas dibanding kebutuhan pedoman kerja untuk
Perpipaan  masyarakat seluruh karyawan
PDAM belum ada
Ketergantungan yang sangat tinggi
terhadap energi listrik Pengaturan dan

Pengawasan kulaitas air minum belum  penempatan

PDAM Kabupaten
Gresik belum
menyelesaikan utang
kepada pemerintah
pusat

Penyesuaian tarif baru
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dilakukan dengan tertib

karyawan sesuai

dengan kemampuan

dilakukan pada awal
tahun 2014

Penyertaan pemerintah
yang belum ditetapkan
statusnya

SPAM Perawatan dan pemeliharaan yang Pelatihan tentang Pengelolaan yang
Jaringan tidak dilakukan secara berkala manajemen HIPPAM  belum baik menjadikan
Perpipaan masih kurang beberapa pelanggan
Non PDAM Sistem pengaliran pada daerah tidak membayar

pelayanan masih ada yang tidak dapat Pelatihan untuk

terlayani 24 jam pemeliharaan Manajemen keuangan

jaringan masih yang tidak baik

Terdapat daerah pelayanan yang kurang

sudah tidak dapat dijangkau oleh

sistem pengaliran yang ada, sehingga

terdapat pelanggan yang tidak tidak

dilayani
SPAM Perawatan dan pemeliharaan yang Tidak adanya Masalah pembayaran
Bukan tidak dilakukan secara berkala pelatihan kepada belum ada pengaturan
Jaringan masyarakat yang yang terencana
Perpipaan  Beberapa sumber yang digunakan mengelola
(BJP) belum teruji kualitasnya Lebih besar biaya

Belum dapat menjangkau masyarakat
yang lebih banyak

Pengelolaan belum
terorganisir dengan
baik

perawatan daripada
para pelanggan yang
membayar

Kebutuhan air bersih di Pulau Bawean diperoleh dari sumur dan mata air.
Banyak terdapat sumber mata air di Pulau Bawean, saat ini pemanfaatan air dari
sumber mata air tersebut belum dikelola secara baik. Penggunaan air dari masing-
masing desa menggunakan saluran sendiri-sendiri menggunakan pipa paralon
dengan berbagai ukuran, hanya beberapa saja yang mengunakan bak
penampungan sebagai pembagi ke masing-masing desa. Disamping rawan
gangguan, kondisi ini juga tidak menjamin kualitas air, kotoran atau material
tumbuhan berupa daun dan ranting juga ikut masuk ke dalam saluran yan
akhirnya menyumbat aliran air dalam pipa paralon, yang pada akhirnya
meningkatkan biaya pemeliharaan. Tingginya biaya pemeliharaan tersebut
disebabkan oleh:

1. Tingginya tingkat Kebocoran atau kehilangan air yang perpipaan PDAM

hingga tahun 2013 sekitar 30,61%;

2. ketersediaan sumber air baku di wilayah pelayanan masih belum tercukupi;
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3. Tingginya biaya operasional khususnya terkait ketergantungan kebutuhan
sumber listrik dari PLN dan rehabilitasi jaringan perpipan.

Penyelenggara SPAM yang belum memiliki Surat 1zin Pemanfaatan Air Baku
(SIPA). Harga jual air lebih lebih rendah dari harga pokok air, hal ini disebabkan
karena kenaikan beban listrik dan pembelian air curah dari pihak swasta.
Akibatnya tarif rata-rata belum full cost recovery. Tarif yang berlaku belum ada

penyesuaian selama + 10 tahun terakhir.

A. Proporsi rumah tangga yang mempunyai akses berkelanjutan terhadap air
minum layak belum mencapai 100%;

Ketersediaan infrastruktur dasar adalah salah satu ukuran dalam
penanggulangan kemiskinan dan peningkatan derajat kesehatan. Proporsi
Rumah Tangga dengan Air Minum Layak merupakan salah satu indikator
pencapaian dari Goal ke-7 MDGs, yaitu Menjamin Kelestarian Lingkungan
Hidup. Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk
terhadap sumber air berkualitas. Sumber air berkualitas menyediakan air
yang aman untuk diminum masyarakat, sehingga meminimalkan

terjangkitnya berbagai macam penyakit.

Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak menunjukkan prosisi
relatif Kabupaten Gresik terhadap Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur.
Pengukuran yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah rumus baru

yang digunakan sejak Tahun 2011.
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Gambar 3. 1 Proporsi RT Air minum layak
Sumber Data: BPS yang diolah, 2014

Dari grafik diatas, nampak dua permasalahan. Yang pertama adalah
nilai capaian Tahun 2013 lebih rendah daripada Tahun 2012. Yang kedua
adalah nilai capaian Tahun 2015 belum mencapai 100% sebagaimana target
RPJMN 2015-2019.

Proporsi rumah tangga yang mempunyai akses berkelanjutan terhadap
sanitasi layak belum mencapai 100%;

Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang
memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa,
tanki septik (septic tank)/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang

digunakan sendiri atau bersama.

Capaian Kabupaten Gresik untuk Proporsi Rumah Tangga dengan
Sanitasi Layak cukup bagus, bahkan jauh lebih bagus daripada provinsi dan
nasional. Pada Tahun 2009, capaian Kabupaten Gresik 68,36% sementara
capaian Provinsi 51,19% dan capaian Nasional sebesar 51.07%. Di Tahun
2013, capaian Kabupaten Gresik meningkat hingga 86.62 %. Namun
demikian, diperlukan kerja keras untuk mencapai target RPJMN 2015-2019,
yaitu 100%.
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3.1.3 Air Limbah

Pembangunan sektor sanitasi khususnya air limbah domestik di Kabupaten
Gresik dapat dikatakan relatif masih tertinggal dibandingkan dengan
pembangunan infrastruktur lainnya. Berbagai program pembangunan sanitasi
telah dilaksanakan oleh Pemerintah, namun demikian hasilnya masih belum dapat
memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang dinamis dan terus
meningkat. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya pengelolaan air limbah domestik
yang melalui peningkatan akses pelayanan yang ramah lingkungan, sehingga
tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih
aman dan sehat. Permasalahan air limbah domestik mulai timbul di kabupaten
Gresik antara lain:

Pertama, Setelah terbangunnya SPAL Permukiman sejak tahun 2012 di
beberapa wilayah hingga saat ini berjumlah 120 unit, banyak timbul
permasalahan terkait pemeliharaan yang dilakukan oleh kelompok
masyarakat, penyebab utama adalah kesadaran masyarakat untuk
bepartisipasi aktif dalam memelihara IPAL sebagai sarana kebutuhan hidup
sehari-hari masih sangat rendah. Sehingga banyak sampah-sampah padat
yang dibuang sembarangan ke jaringan perpipaan IPAL.

Kedua, muka air tanah di beberapa wilayah mengalami kenaikan yang
signifikan, akibatnya tangki septik yang ada perlu dilakukan penyedotan setiap
6 (enam) bulan sekali, padahal umumnya tangki septik dilakukan penyedotan
setiap 3 (tiga) tahun sekali. Hal ini mengindikasikan bahwa tangki septik yang
terpasang adalah tidak kedap dan berpotensi menimbulkan pencemaran air
tanah.

Ketiga, permasalahan lain timbul dalam hal pengangkutan air limbah
domestik yang dibuang secara liar tanpa pengolahan di badan air maupun di
tanah terbuka, dari data survei yang dilakukan di wilayah Kedamean rata-rata
per hari pembuangan air limbah domestik mencapai sekitar 40 truk per hari
atau setara dengan 120 m%nhari limbah yang tentunya sangat berpotensi
menimbulkan kerusakan lingkungan dan gangguan kesehatan bagi

masyarakat.
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Di Kabupaten Gresik sejak tahun 2015, mandat pengelolaan air limbah
domestik diberikan kepada UPT Pengelolaan Limbah Cair Domestik (UPT PAL)
dibawah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dalam tugas dan fungsinya
UPT PAL diharapkan melaksanakan pengelolaan air limbah domestik secara
aman dan sehat dari awal proses limbah dibuang; proses penampungan
menggunakan sistem setempat/terpusat; proses pengangkutan ke IPLT; proses
pengolahan akhir di IPLT Betoyoguci; hingga pemanfaatan lumpur yang diolah.
Kegiatan Pengelolaan sudah dilakukan mulai dari hulu hingga hilir sejak tahun
2015, beberapa terobosan untuk percepatan pengananan keluhan masyarakat
pun sudah dilakukan dengan pembentukan SATGAS PATAS, Pembentukan
Forum Komunikasi KPP, Media Sosial untuk pusat layanan pengaduan hingga
kegiatan pemicuan dan sosialisasi pada malam hari. Kondisi ini terus
dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengembangan layanan inovasi Go-
PLOONG yang mengadopsi pendekatan teknologi.

3.1.4 Drainase
Kondisi sistem drainase permukiman di wilayah-wilayah kecamatan atau
desa di Kabupaten Gresik, selain di wilayah kota, pada umumnya belum

menunjukkan masalah yang berarti. Hal ini disebabkan masih banyaknya daerah

terbuka yang mampu berfungsi sebagai daerah resapan air sehingga potensi
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banjir dan genangan kecil. Wilayah ibukota kecamatan kebanyakan sudah
dilengkapi dengan sistem drainase permukiman walaupun kebanyakan dengan
dimensi drainase yang kecil. Selain itu, drainase di wilayah tersebut seringkali
dalam kondisi yang tidak atau belum terawat, seperti dinding saluran yang tidak
diplengseng, adanya timbunan sampah maupun tumbuhan, badan saluran
tertimbun tanah dan buntu atau ujungnya tidak menuju badan air penerima

(sungai).

Untuk daerah perkotaan kecenderungan kapasitas saluran drainase
menurun akibat perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali yang
menyebabkan aliran permukaan (run-off) meningkat. Penutup lahan berupa
tumbuhan (vegetasi) mempunyai kemampuan untuk menahan Ilaju aliran
permukaan. Semakin padat penutup lahannya kecepatan alirannya semakin kecil
bahkan mendekati nol. Namun akibat lahan diubah fungsinya menjadi
permukiman, maka penutup lahan hilang akibatnya aliran permukaan meningkat
tajam dan kuantitas resapan manjadi kecil karena di atas tanah yang bisa
meresapkan air berubah menjadi lahan terbangun yang kedap air. Di wilayah
perkotaan Gresik, khusunya di wilayah Kecamatan Gresik, Kebomas, dan Manyar
walaupun telah memiliki sistem drainase yang terbangun cukup lengkap dan
merata di seluruh wilayah kota, tetap saja banjir dan genangan masih sering
terjadi di beberapa lokasi terutama apabila terjadi hujan yang cukup lebat.
Keadaan ini disebabkan oleh saluran-saluran tersier dan sekunder yang
dimensinya terlalu kecil, tersumbat sampah, dan bozem-bozem yang tidak lagi

berfungsi akibat pendangkalan dan pengurukan menjadi kawasan permukiman.

Kawasan Kota Gresik yang rawan banjir atau genangan tidak hanya berada
di pusat kota namun menyebar. Pada umumnya genangan tersebut disebabkan
oleh tersumbatnya saluran drainase yang ada akibat sampah, penyempitan oleh
desakan bangunan (rumah), dimensi saluran dan gorong-gorong yang tidak
mencukupi serta adanya pengaruh pasang surut air laut. Selain itu juga
dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, seperti :
1. Kondisi alam seperti topografi yang landai, curah Hujan yang cukup tinggi

dan juga adanya fenomena perubahan iklim, adanya perubahan lahan yang

cukup besar;
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2. Kurang koordinasi antar pihak terkait, yang berhubungan dengan jalur pipa
telepon, air, listrik, dan gas. Selain itu juga dengan pihak developer yang
membangun real estat dan industri baru dalam pengadaan jaringan drainase;

3. Pemeliharaan saluran yang kurang optimal (terutama saluran tertutup) dapat
mengakibatkan inlet saluran tersumbat dan menjadi sedimentasi. Lumpur,
vegetasi, dan sampah selain mengurangi kapasitas saluran juga dapat
menghambat aliran air;

4. Kebiasaaan masyarakat membuang sampah sembarangan, terutama ke
dalam saluran, sungai maupun ke laut sehingga sampah tersebut bisa
tersangkut di gorong-gorong, penyaring sampah (screen) yang dapat

berakibat menyumbat saluran dan akan menimbulkan banijir.

Pada tahun 2015 diperoleh dari hasil survey lapangan pada saat musim
hujan dan juga dari data sekunder yang diperoleh dari informasi masyarakat.
Berdasarkan dari hasil survey tersebut genangan di Kota Gresik terjadi di 22
sistem drainase dengan luas total genangan 451,411 Ha yang mana dapat dilihat
pada Tabel 3. 2.
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Tabel 3. 2 Daerah Genangan Di Kota Gresik Tahun 2015

Parameter Genangan
No. Sistem Drainase Desa / Kelurahan Luas Lama Tinggi
(Ha) (jam) (m)
1 Sistem Kali Tenger
Sukomulyo 14.042 <2jam <0.20m
Sukomulyo 43.194 2-3jam <0.20m
Sukomulyo 9.181 <2jam 0.20-0.40m
Sukomulyo 13.853 2-3jam 0.20-0.40m
Sukomulyo 1.775 3-4jam 0.20-0.40m
Sukomulyo 4.088 3-4jam 0.40-0.60 m
Sukomulyo 2.259 >4jam >0.60m
Randuagung 9.150 <2jam <0.20m
Pongangan 0.494 <2jam <0.20m
Pongangan 2.169 2-3jam 0.20-0.40m
Pongangan 2.538 <2jam 0.40-0.60m
Roomo 3.137 <2jam <0.20m
Roomo 1.916 2-3jam <0.20m
Roomo 2.598 3-4jam 0.20-0.40m
Yosowilangun 0.638 <2jam <0.20m
Yosowilangun 5.122 <2jam 0.20-0.40m
Total 116.156
2 Sistem Kali Roomo
Randuagung 25.211 <2jam <0.20m
Randuagung 4.324 <2jam 0.20-0.40m
Roomo 18.783 <2jam <0.20m
Kebomas 0.686 <2jam <0.20m
Kebomas 13.217 <2jam 0.20-0.40m
Total 62.222
3 Sistem Drainase Petrokimia
Roomo 6.225 <2jam <0.20m
Ngipik 0.073 <2jam <0.20m
Ngipik 3.204 <2jam 0.20-0.40m
Kebomas 0.005 <2jam <0.20m
Kebomas 6.488 <2jam 0.20-0.40m
Tlogopatut 4.976 <2jam <0.20m
Tlogopatut 5.803 <2jam 0.20-0.40m
Total 26.774
4 Sistem Kali Towo
Tlogopojok 7.000 <2jam <0.20m
Karangpoh 1.055 <2jam <0.20m
Karangturi 1.830 <2jam <0.20m
Sukorame 2.069 <2jam <0.20m
Ngipik 1.375 <2jam <0.20m
Ngipik 0.667 <2jam 0.20-0.40m
Total 13.996
5 Sistem Kali Tutup Barat
Sukodono 4.301 <2jam <0.20m
Sukodono 0.033 2—3jam 0.40—-0.60 m
Kroman 0.397 <2jam <0.20m
Kroman 0.386 2—-3jam 0.40—-0.60m
Kemuteran 2.978 <2jam <0.20m
Kemuteran 3.129 2—3jam 0.40—-0.60 m
Kemuteran 0.203 <2jam 0.20-0.40m
Karangpoh 2.273 <2jam <0.20m
Karangpoh 0.936 <2jam 0.20-0.40m
Karangturi 2.530 <2jam <0.20m
Sukorame 2.957 <2jam <0.20m
Total 20.123
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Parameter Genangan

No. Sistem Drainase Desa / Kelurahan Luas Lama Tinggi
(Ha) (jam) (m)
6 Sistem Drainase TPI
Lumpur 0.241 <2jam <0.20m
Total 0.241
7 Sistem Kali Tutup Timur
Kebungson 1.474 <2jam <0.20m
Kebungson 0.006 <2jam 0.20-0.40m
Pekelingan 0.088 <2jam <0.20m
Pekelingan 3.266 <2jam 0.20-0.40m
Pekelingan 0.918 2—-3jam 0.40-0.60 m
Karangpoh 1.037 <2jam 0.20-0.40m
Bedilan 0.770 <2jam 0.20-0.40m
Trate 0.038 3-4jam 0.20-0.40m
Kauman 0.103 3-4jam 0.20-0.40 m
Tlogobendung 1.295 <2jam 0.20-0.40m
Sukorame 0.335 <2jam <0.20m
Sukorame 2.037 <2jam 0.20-0.40 m
Sidokumpul 1.378 <2jam <0.20m
Sidokumpul 1.417 <2jam 0.20-0.40m
Sidomoro 0.057 <2jam <0.20m
Sidomoro 3.056 <2jam 0.20-0.40m
Tlogopatut 0.866 <2jam 0.20-0.40 m
Total 18.142
8 Sistem Drainase Yos Sudarso
Kebungson 3.590 <2jam <0.20m
Kebungson 0.045 <2jam 0.20-0.40m
Bedilan 1.943 <2jam <0.20m
Bedilan 0.640 <2jam 0.20-0.40 m
Bedilan 0.083 3-4jam 0.20-0.40m
Kauman 0.797 3-4jam 0.20-0.40 m
Total 7.097
9 Sistem Drainase Tlogodendo
Bedilan 1.259 <2jam <0.20m
Bedilan 0.077 2—3jam <0.20m
Pulopancikan 0.037 <2jam <0.20m
Pulopancikan 12.337 2—3jam <0.20m
Pulopancikan 1.718 2—3jam 0.20-0.40m
Pulopancikan 4.173 2—-3jam 0.40-0.60m
Sidokumpul 1.226 2—3jam <0.20m
Sidokumpul 0.289 2—3jam 0.20-0.40m
Sidokumpul 0.321 2—3jam 0.40-0.60 m
Sidokumpul 3.357 3-4jam 0.20-0.40m
Sidokumpul 2.262 <2jam 0.20-0.40m
Singosari 0.759 <2jam 0.20-0.40 m
Sidomoro 14.226 <2jam <0.20m
Sidomoro 7.224 <2jam 0.20-0.40 m
Tlogopatut 0.052 <2jam <0.20m
Tlogopatut 5.351 <2jam 0.20-0.40m
Kebomas 0.593 <2jam 0.20-0.40m
Sidomukti 3.247 <2jam 0.20-0.40 m
Giri 0.597 <2jam 0.20-0.40 m
Total 59.106
10 |[Sistem Drainase Pelabuhan Semen
Singosari 0.478 <2jam 0.20-0.40m
Sidomoro 0.223 <2jam 0.20-0.40m
Total 0.701
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Parameter Genangan

No Sistem Drainase Desa / Kelurahan Luas Lama Tinggi
(Ha) (jam) (m)
11 Sistem Drainase Segoromadu 1
Segoromadu 0.185 <2jam <0.20m
Segoromadu 0.779 <2jam 0.20-0.40m
Total 0.964
12 Sistem Drainase Veteran
Segoromadu 5.696 <2jam <0.20m
Segoromadu 1.447 <2jam 0.20-0.40m
Gending 2.408 <2jam <0.20m
Total 9.551
13 Sistem Drainase Segoromadu 2
Segoromadu 4.763 <2jam <0.20m
Segoromadu 1.456 <2jam 0.20-0.40m
Gending 0.731 <2jam <0.20m
Total 6.951
14 Sistem Drainase Segoromadu 3
Segoromadu 2.550 <2jam <0.20m
Segoromadu 4.188 2—3jam 0.40—0.60 m
Sukorejo 1.374 <2jam <0.20m
Sukorejo 0.765 2—3jam 0.40—-0.60 m
Total 8.876
15 Sitem Drainase Sukorejo
Sukorejo 0.879 <2jam <0.20m
Total 0.879
16 Sistem Drainase Gulomantung
Sukorejo 1.228 <2jam <0.20m
Gulomantung 5.780 <2jam <0.20m
Gulomantung 1.918 >4 jam >0.60m
Prambangan 0.354 <2jam <0.20m
Total 9.279
17 Sistem Drainase Timur Tol - Kali Lamong
Prambangan 6.669 <2jam <0.20m
Prambangan 8.589 <2jam 0.20- 0.40 m
Kedanyang 0.714 <2jam <0.20m
Total 15.973
18 Sistem Drainase Banjaranyar 1
Kedanyang 4.072 <2jam 0.40—0.60 m
Total 4.072
19 Sistem Drainase Banjaranyar 2
Kembangan 2.128 <2jam <0.20m
Kembangan 36.626 >4 jam >0.60 m
Dahanrejo 1.129 <2jam <0.20m
Dahanrejo 7.112 >4 jam >0.60m
Total 46.995
20 Sistem Drainase Tebalo
Kembangan 2.297 <2jam <0.20m
Dahanrejo 15.100 <2jam <0.20m
Dahanrejo 2.911 <2jam 0.20-0.40m
Suci 1.633 <2jam 0.20-0.40m
Total 21.942
21 Sistem Drainase Kali Manyar 2
Pongangan 0.524 <2jam 0.40—-0.60 m
Total 0.524
22 Sistem Kali Tengah Timur
Lumpur 0.848 <2jam <0.20m
Total 0.848
Total Genangan Kota Gresik 451.411 Ha

Sumber: Dokumen Evaluasi Daerah Genangan Kota Gresik
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Di Pulau Bawean telah terdapat sistem drainase permukiman, terutama

permukiman-permukiman yang terdapat di tepi jalan raya. Namun kondisinya

memprihatinkan, selain karena dimensi saluran yang kecil dan terbuka juga

diperparah dengan sering tertimbunnya longsoran tanah dari lereng-lereng bukit

atau kebun disekitarnya sehingga sistem drainase menjadi terputus. Selain itu

karena tidak terdapatnya pengelolaan sampah, drainase di Pulau bawean yang

berupa drainase tertutup sering terdapat timbunan sampah yang bahkan dengan

sengaja dibuang masuarakat di drainase tersebut. Berikut merupakan data

panjang saluran drainase berdasarkan kondisi eksisting pada tahun 2017

Permasalahan umum drainase di Kabupaten Gresik yang ada sekarang

adalah berupa banjir dan genangan yang disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini :

1.

Pertambahan debit limpasan akibat perubahan tataguna lahan di daerah

tangkapan saluran yang bersangkutan;

. Dimensi saluran dan atau dimensi gorong-gorong yang ada sudah tidak lagi

memadai dibanding dengan besarnya debit air yang harus dialirkan;

. Hambatan aliran pada saluran : akibat sampah, pendangkalan saluran

(sedimentasi), pertumbuhan vegetasi yang tidak terkendali, dan adanya

jaringan pipa, kabel, dan benda lain yang melintang saluran;

. Saluran mengalami penyempitan yang disebabkan saluran melewati sebelah

lahan milik warga dan tidak bisa dinormalisasi;

. Sistem drainase yang belum tertata dengan baik : hierarki jaringan drainase

tersier, sekunder, primerhingga saluran alami yang belum tertata secara
sistematis, juga ditemukan saluran drainase yang tidak menerus (terputus).
Ada saluran yang outletnya tidak bermuara ke laut atau ke saluran yang lebih

tinggi tingkatannya namun menghilang di persawahan, tambak dan tegalan;

. Kurang memadainya pelaksanaaan operasi dan pemeliharaan jaringan

saluran drainase.

3.1.5 Bangunan Gedung

Kesulitan memproses izin mendirikan bangunan karena terdapat disharmoni

antara dokumen pertanahan dengan rencana bangunan sesuai dengan Permen

Agraria Nomor 6 Tahun 1998 tentang pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk
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Rumah Tinggal. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan investor dalam
mengurus Izin Mendirikan Bangunan dan menta’ati ketentuan-ketentuan di
dalamnya. Hal ini menjadikan masalah ketika bangunan yang belum berizin
tersebut akan mengajukan izin, tidak sesuai atau menyalahi ketentuan
pemanfaatan ruang dan tata bangunannya.
1. Permasalahan terkait perubahan fungsi bangunan rumah menjadi toko / ruko
di perumahan. Potensi pendapatan daerah dari IMB
2. Permasalahan perubahan bangunan cagar budaya.
3. Kurangnya perhatian terhadap pengembangan kawasan perumahan dan
permukiman tradisional atau bersejarah khususnya di Kawasan Kota Gresik
Lama.

4. Kebutuhan Gedung Negara sebagai fasilitas publik dan kegiatan

pemerintahan.

Selain berkaitan dengan kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan, isu
strategis yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Gresik juga berkaitan dengan bangunan dan lingkungan kawasan cagar budaya.
Kegiatan Revitalisasi Kawasan berfokus pada konservasi bangunan cagar budaya
dan lingkungan kawasan cagar budaya yang memiliki nilai tradisional dan nilai
sejarah, khususnya di kawasan Kota Gresik Lama. Tujuan kegiatan ini adalah
untuk ikut serat melestarikan dan mempertahankan keberadaan cagar budaya
beserta  nilainya dengan cara  melindungi, mengembangkan dan
memanfaatkannya. Berdasarkan Permen PUPR No. 01 Tahun 2015, bangunan

gedung cagar budaya yang dilestarikan adalah bangunan gedung cagar budaya



yang melalui upaya dinamis, dipertahankan keberadaan dan nilainya dengan cara
melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Upaya ini dilakukan untuk
mencegah dan menanggulangi bangunan gedung cagar budaya dari kerusakan,
kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan,
pemeliharaan, dan pemugaran. Kegiatan revitalisasi ini merupakan salah satu
cara untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi bangunan gedung
cagar budaya guna pengembangan yang berkelanjutan serta tidak bertentangan

dengan tujuan pelestarian.

Kehadiran pembangunan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Peran infrastruktur dalam
pembangunan dan kemajuan daerah pada sektor konstruksi menjadi salah satu
indikator yang dapat menunjang kualitas birokrasi pemerintahan guna mendorong
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Program Pengembangan dan
Pembangunan Gedung Negara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Gresik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan yang selaras dengan Rencana Program Jangka
Menengah di Kabupaten Gresik. Berdasarkan Permen PUPR No. 22 Tahun 2018,
Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang
menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber
pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya
yang sah. Dalam kegiatan pembangunannya diselenggarakan melalui tahap
perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik
merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan
bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan

gedung.

3.1.6 Jalan

Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Gresik pada tahun 2018 sepanjang
512,16 km didominasi jenis perkerasan aspal yaitu sepanjang 277,71 km. Jalan
Kabupaten dengan kondisi baik sepanjang 222,75 km (43,49%); kondisi sedang
154,99 km (30,13%); kondisi rusak ringan sepanjang 83,04 km (16,21%) dan
kondisi rusak berat sepanjang 52,08 km (10,17%). Dengan demikian jalan yang
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yang memenuhi kriteria mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang
sepanjang 377,06 km atau sebesar 73,62% sedangkan sisanya adalah tidak

mantap.

Persentase Kondisi Jalan Kabupaten Gresik

10,17%

H Baik
M Sedang
i Rusak ringan

M Rusak berat

Gambar 3. 2 Kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Gresik pada tahun 2018

Berikut merupakan rekapitulasi panjang dan kondisi jalan berdasarkan jenis

permukaannya.

Tabel 3. 3 Rekapitulasi Kondisi Jalan
Kondisi (Km)

. Panjang
No Jenis Permukaan (Km) Baik (B) Se(dsa;ng Isllrjmsgzz Rl;uesrgi(
(Rr) (Rb)
1 ASPAL 297,31 130,99 90,66 42,92 13,14
2 PAVING 171,71 72,13 54,16 29,83 25,98
3 BETON 36,06 21,52 11,39 5,04 5,10
4 | TELFORD/KERIKIL 3,00 - - 1,60 1,05
5 TANAH 4,10 - - - 6,64
JUMLAH 512.16 224,65 156,21 79,39 51,91

Sumber : Dinas PUTR Bidang Binamarga

Berdasarkan hasil proyeksi Dokumen Tataran Transportasi Lokal Kabupaten
Gresik Tahun 2014, hingga Tahun 2034, beberapa ruas jalan utama akan
mempunyai LOS kritis antara lain Jl. Dr. Wahidin sebesar 1,08 (F), JI. Jaksa
Agung sebesar 0,86 (E), JI. Raya Maduran sebesar 0,85 (E), dan J| Raya Manyar
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sebesar 0,86 (E). Sebagian besar ruas jalan tersebut dilalui oleh kendaraan berat

menuju kawasan industri-pergudangangan di Kabupaten Gresik.

Belum adanya Jembatan Timbang pada wilayah Gresik Selatan, dengan
adanya rencana peningkatan kelas jalan Legundi-Bunder menjadi jalas strategis
nasional maka akan terjadi peningkatan volume lalu lintas khususnya oleh
kendaraan angkutan barang yang berdampak pada kondisi fisik jalan
kedepannnya Pembangunan Jalan tol Surabaya — Gresik — Lamongan sesuai
yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik 2010-2030
belum terlaksana. Permasalahan bottle neck pada ruas Duduksampeyan -

Lamongan yang sering menjadi kemacetan panjang.
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3.1.7 Jasa Kontruksi

Melihat strategisnya peran sektor konstruksi bagi perekonomian serta
tantangan kedepan yang harus dihadapi, pembinaan menjadi kunci untuk
meningkatkan daya saing jasa konstruksi nasional. Untuk itu dilakukan upaya
pembinaan, mulai dari aspek pengat pengaturan, pemberdayaan, sampai dengan
pengawasan. Kemampuan tenaga ahli di bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang dirasa sangat diperlukan untuk mempertahankan dan memajukan
perusahaan konsultan serta tenaga ahli agar dalam pengembangannya
diharapkan dapat mengurangi terjadinya praktik-praktik yang kurang professional.
Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Gresik melakukan kegiatan yang dapat menunjang pembangunan di sector
konstruksi, diantaranya:

1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi
2. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah
3. Rekomendasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi yang meliputi Kajian

Teknis PEIL Banjir, Kajian Teknis Reklame, Tim Ahli Bangunan Gedung

(TABG) untuk proses IMB, dan pemanfaatan Jalan/Trotoar (keluar-Masuk)

4. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan
jasa konstruksi yang meliputi Pengajuan Permohonan Sertifikat laik Fungsi

dan Verifikasi karya perencanaan.

3.1.8 Penataan Ruang

Berdasarkan Dokumen Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Gresik Tahun
2010-2030, terjadi deviasi/simpangan antara rencana tata ruang yang tertuang
dalam RTRW Kabupaten Gresik dengan kondisi eksisting saat ini. Beberapa
deviasi yang terjadi antara lain:

1. Struktur hierarkhi kota yang meliputi perkotaan sedang dan perkotaan kecil
kurang sesuai. IKK Cerme dan IKK Bungah jumlah penduduknya dibawah
100.000 Jiwa seharusnya masuk pada IKK Perkotaan Kecil, namun dalam
RTRW termasuk dalam IKK Perkotaan Sedang.

2. Belum terlaksananya pembangunan jalan tol Gresik-Lamongan
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3. Terjadinya deviasi rencana kawasan pertanian antara RTRW dengan LP2B.
Dalam RTRW total luas kawasan pertanian adalah 42.825, 84 Ha (terdiri dari
kawasan pertanian lahan basah seluas 23.336,70; kawasan perkebunan
seluas 2.573,667dan kawasan hortikultura seluas 16.885,481) sedangkan
dalam LP2B luas kawasan pertanian adalah 24.716 Ha dan luas cadangan
sebesar 3.005 Ha

4. Belum terlaksananya pemindahan terminal kelas B yaitu Terminal Bunder
dari Kecamatan kebomas ke Kecamatan Duduksampeyan

5. Direncanakan 208 titik zona tower bersama namun pada kondisi eksisting
sudah terdapat 320 titik zona tower bersama

Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi perencanaan tata ruang
Kabupaten Gresik. Rencana tata ruang yang telah menjadi dasar hukum di
Kabupaten Gresik hanyalah RTRW Kabupaten Gresik yang tertuang dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 — 2030 dan Rencana Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun 2014. Tingginya investasi yang
masuk di Kabupaten Gresik baik untuk kegiatan industri maupun perumahan
menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah diperlukan
aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. Produk tata ruang yang
diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang
(RDTR). RTDR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis
kabupaten/kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan
Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yg meliputi: Ketentuan Kegiatan dan
Penggunaan Lahan; Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang; Ketentuan Tata
Bangunan; Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal; Ketentuan Pelaksanaan;
Ketentuan Tambahan; Ketentuan Khusus; Standar Teknis; Ketentuan Peraturan

Zonasi.

Di Kabupaten Gresik sendiri, setelah penetapan RTRW Tahun 2010-2030
telah disusun dokumen RDTR antara lain: RDTR BWP Gresik Utara (Kecamatan
Ujungpangkah RDTR Kecamatan Panceng RDTR kecamatan Sidayu), RDTR
BWP Duduksampeyan dan Cerme, RDTR BWP Perkotaan (Kecamatan Gresik

dan Kebomas), RDTR BWP Gresik Selatan (Kecamatan Driyorejo, Kedamean,

49



dan Menganti) Tahun 2013, RDTR BWP Manyar - Bungah Tahun 2015. Namun
proses legalisasi dokumen RDTR sampai saat ini belum mendapatkan
persetujuan substansi karena masih terkendala standar penyusunan peta dan

kajian lingkungan hidup strategis.

Sesuai amanat Undang - Undang Penataan Ruang, untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang dan menciptakan lingkungan yang tertata, berkelanjutan,
berkualitas serta menambah vitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat
diperlukan penyusunan RTBL (Rencana tata bangunan dan lingkungan) yang
merupakan bagian dari rencana rinci penataan ruang. Perencanaan yang bersifat
rinci harus bisa memberikan rincian detail teknis sehingga benar-benar bisa
memberikan pedoman bagi pembangunan dalam memanfaatkan ruang. Dengan
mengacu pada rencana tata ruang kota yang berlaku, selanjutnya disusun
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang memberikan arahan
pengendalian pemanfaatan ruang dan menindaklanjuti rencana rinci tata ruang,
serta sebagai panduan rancangan kawasan dalam rangka perwujudan kualitas
bangunan gedung dan lingkungannya. Untuk mewujudkan efektifitas peran
pemerintah daerah maka perlu menetapan dokumen RTBL melalui Peraturan
Bupati. Dokumen perencanaan RTBL sudah disusun akan tetapi Draft Peraturan

Bupati tentang RTBL masih belum di tetapkan.

Arahan wilayah pesisir Kabupaten Gresik untuk Pusat Kegiatan Nasional dan
Kawasan Andalan Nasional sebagai kawasan industri sektor unggulan utama dan
didukung dengan lokasi yang strategis menyebabkan timbulnya pengembangan
kawasan yang berpotensi merusak lingkungan. Hal ini juga meningkatkan aktifitas
wilayah pesisir khususnya aktifitas perkapalan dan pelabuhan sehingga
menyebabkan terjadinya konflik pemanfaatan wilayah perairan untuk parkir kapal-

kapal besar dengan kapal-kapal nelayan kecil.

Permasalahan bioekoregion di wilayah hilir DAS Bengawan Solo Hilir
sebagai akibat degradasi lingkungan. Sedimentasi yang sangat luas di muara
sungai menyebabkan konflik pemenfaatan dengan Pemerintah Kota Surabaya
untuk budidaya perikanan tangkap dan tambak. Di sisi lain, permasalahan di Hulu

DAS Bengawan Solo yang rentan akan erosi menyebabkan transport sedimen di
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hulu ke hilir semakin tinggi. Selain itu, tingginya sedimentasi di hilir sungai di
pantai utara Kabupaten Gresik, khususnya pantai-pantai di Kecamatan
Ujungpangkah dan Panceng dimanfaatkan oleh oknum masyarakat yang tidak
bertanggung jawab dengan mengkavling-kavling tanah hasil oloran alami, bahkan
kemudian diurug untuk mempercepat pembentukan daratan untuk kemudian

disertifikatkan sebagai tanah milik pribadi.

Dari sisi pengendalian ditemukan banyak persoalan pemanfaatan ruang
terutama terkait dengan aspek pengendalian pemanfaatan ruang, di mana pola-
pola penggunaan lahan seringkali tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian
konflik pemanfaatan ruang antara kepentingan privat publik, ataupun antara
kepentingan lindung budidaya, dan kepentingan investasi berorientasi profit dan
nonprofit seringkali juga menjadi persoalan. Persoalan pengendalian ekologi
lingkungan juga muncul pada pembukaan-pembukaan lahan budidaya di
kawasan-kawasan lindung.

Beberapa persoalan yang muncul dalam pemanfaatan ruang di wilayah
Kabupaten Gresik adalah:

a) Perubahan lahan-lahan permukiman yang berada pada koridor jalan utama
menjadi fungsi penggunaan lahan lain yang memiliki produktivitas tinggi
karena harga lahan di pusat kota akan semakin tinggi dan tidak sesuai
untuk pembangunan permukiman.

b) Pengalihan kawasan pertanian menjadi fungsi budidaya lainnya terutama
lahan-lahan terbangun sehingga dapat mengganggu tingkat ketahanan
pangan Kabupaten Gresik.

c) Perkembangan aktivitas industri yang pesat, tidak hanya pada industri kecil
dan menengah tetapi juga industri-industri besar. Kegiatan industri skala
besar ini memerlukan pertimbangan pengalokasian yaitu dimana memilih
lokasi yang tepat untuk pengembangan industri sehingga mencapai tujuan-
tujuan ekonomi dan nonekonomi.

d) Pola penggunaan lahan dengan nilai produktivitas yang rendah di Gresik
Utara dan Gresik Selatandapat dialihkan pada penggunaan lahan lain yang
lebih produktif, misalnya permukiman atau industri.

e) Terdapatnya beberapa wilayah di Kabupaten Gresik yang berpotensi

menjadi daerah rawan bencana sehingga perlu mendapatkan perhatian
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serius secara spasial dan kesiapsiagaan bencana untuk mengurangi risiko
bencana dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan.

f) Terdapatnya wilayah dengan faktor pembatas alam berupa batuan dalam
tanah yang sulit menyerap air seperti di Kecamatan Bungah dan
Kecamatan Dukun. Wilayah dengan limitasi seperti ini tidak sesuai untuk

aktivitas pembudidayaan.

Wilayah Gresik bagian Utara dan Timur yang berbatasan dengan garis
pantai mengalami penjorokan air laut ke arah daratan sehingga terjadi abrasi oleh
air laut. Pada beberapa bagian tertentu ditambah gangguan lahan-lahan
terbangun yang dibangun dengan tidak meperhatikan batas-batas sempadan

pantai sehingga memperparah dampak abrasi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana
Kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis,
antisipatif, inovatif serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi
dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh
komponen stakeholder’s yang ada di Kabupaten Gresik, maka pada masa bhakti
2016-2021 pemerintah Kabupaten Gresik mencetuskan visi dalam menghadapi
pelbagai permasalahan dan tantangan pembangunan dengan mengoptimalkan
seluruh potensi daerah serta mengedepankan nilai-nilai luhur demi kesejahteraan

masyarakat Gresik sebesar-besarnya yaitu;

“TERWUJUDNYA GRESIK YANG AGAMIS, ADIL, SEJAHTERA DAN
BERKEHIDUPAN YANG BERKUALITAS”

Secara filosofis, visi Kabupaten Gresik tersebut mengandung makna untuk
menghadirkan Gresik yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai
keberagama’an guna merajut kebersamaan dalam keberagaman, meletakkan

keadilan dalam pembangunan untuk pemerataan kemakmuran rakyat, merangkul
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komitmen seluruh stakeholder dalam kemuliaan integritas guna mewujudkan
Gresik yang sejahtera, dan menciptakan kehidupan yang berkualitas di segala
aspek. Adapun makna yang terkandung dalam setiap frase dijelaskan sebagai
berikut:

Terwujudnya
Menjamin terlaksananya semua Program Pembangunan untuk kepentingan

rakyat Gresik.

Gresik
Satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya

dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik.

Agamis
Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebera’agama’an

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kaidah keimanan
kepada Tuhan yang Maha Esa dalam menjalin hubungan antar manusia dan
lingkungannya.

Adil
Perwujudan kesetaraan hak dan kewajiban secara proporsional dalam
segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan

golongan.

Sejahtera
Kehidupan individu dan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan

dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial; memiliki pendapatan

yang memadai; serta sadar terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku.

Berkehidupan yang Berkualitas
Kemandirian dalam segala aspek kehidupan yang dinikmati oleh segenap

komponen masyarakat secara berkeadilan dan bermartabat.

3.2.2 Misi
Sebagai upaya dalam mewujudkan visi Kabupaten Gresik maka dirumuskan
misi pembangunan untuk mengintegrasikan segenap pemikiran, kekuatan

komitmen, dan kemuliaan integritas seluruh komponen penyelenggara
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pemerintahan dalam 4 (empat) rencana strategis pembangunan jangka menengah
Kabupaten Gresik periode 2016-2021 sebagaimana berikut:

Misi ke-1
Meningkatkan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat

untuk menumbuhkan prilaku masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan
simbol Gresik sebagai kota Wali dan Kota Santri;

Misi ke-2
Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat dan

pengusaha melalui tata kelola kepemerintahan yang baik;

Misi ke-3
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan upaya menambah peluang

kerja dan peluang usaha melalui pengembangan ekonomi kerakyatan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan;

Misi ke-4
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan layanan

kesehatan, mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan,dan pemenuhan
kebutuhan dasar lainnya.

Adapun Motto yang diusung dalam pembangunan Gresik Periode 2016-2021
adalah
‘Dengan Kejujuran, Kebersamaan, Kerja Keras, Kesabaran, Keikhlasan

mewujudkan Gresik yang Lebih Baik”

3.2.3 Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan
serta memperoleh alokasi anggaran. Pada MISI 3 RPIJMD 2016-2021 Program
pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk
mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai lima tahun kedepan
sebagai berikut:
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Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Upaya Menambah Peluang Kerja Dan Peluang Usaha Melalui

Misi Ketiga Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Menekan Angka Kemiskinan
Tujuan Ke-1 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah
Capaian Kinerja g > <
No Sasaran Arah Kebijakan Strategi Indikator Kinerja , Program 2 18T g
Baseline 2021 - o ¥ @
2016 = e
5 | Menciptakan Pembangunan Penguatan basis data Persentase Panjang
infrastruktur yan embangunan jalan kabupaten 71,7% 74,2% .
pembangunan | ukiur yang P gu J upaten - Program Peningkatan
infrastruktur berkelanjutan dan infrastruktur dalam kondisi baik :
_ kualitas Jalan dan
daerah yang harmonis Persentase Jumlah Jembatan
berkelanjutan, berlandaskan Peningkatan kualitas jembatan dalam 64,71% | 68,71% g %
dan berdaya Rencana Tata pembangunan kondisi baik & &
saing serta Ruang guna infrastuktur diiringi < <
mewujudkan mendukung daya maintenance yang ° S
harmonisasi saing daerah, berkelanjutan. = =
pembangunanber | Menguatkan ° °
K ; £ €
landaskan tata arakter Gresik Pembangunan S =
sebagai kota Santri | infrastruktur pendukun £ £
ruang. g . P g Persentase 2 2
dan Kota Wali dalam pengembangan ) . c c
. . ketersediaan Lampu Program Peningkatan [ <
didukung kawasan strategis i o 0 ’ 8 8
o PJU sesuai 44,07% 74% kualitas prasarana = P
keselarasan dan meliputi Gelora Joko kebutuhan kebinamaraaan e v
pemerataan Samudro, WEP, dan utu ! 9 g g
pembangunan. infrastuktur lain serta 2 4
c c
a a

penguatan karakter
Gresik sebagai kota
Santri dan Kota Wali
dengan penataan
kawasan religi, Islamic
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Capaian Kinerja = o £
No Sasaran Arah Kebijakan Strategi Indikator Kinerja , Program 2 IS T g
Baseline 2021 c o X ®©
2016 2 | A
Centre, pusat kegiatan
dan budaya Islam.
Peningkatan kualitas | Penguatan institusional Program
layanan dasar dan kerjasama antar Persentase panian Pengembangan Dan
infrastruktur melalui sektor dalam pelayanan jaringan irigarl)si ;ang 15.23 60,23% Pengelolaan Jaringan
i ir mi ir baku, dan Irigasi, Rawa Dan
perbaikan air minum, air , dipelihara gasil,
aksesibilitas sanitasi untuk Jaringan Pengairan
masyarakat meningkatkan atribusi Lainnya
(@] (@]
terhadap layanan, pelayanan kepada Persehtase Program penyediaan = 5
sarana prasarana masyarakat. kapasitas daya 63.86 76.36% | dan pengolahan air & T
penunjang, dan tampung air waduk baku Jo o
peningkatan Optimalisasi infrastruktur | kabupaten o &
keberdayaan air minum dan sanitasi Persentase Saluran Proaram = 3
masyarakat. eksisting melalui Pembuang dalam 24.5 49% eng endalian baniir E E
penurunan Non-Revenue | Kondisi Baik peng J S =
Water dan pemanfaatan ) Program % %
idle capacity; gelrsentaDse Panjang Pembangunan dan = S
Pa Lliratn rﬁnlase 49.61 55,21% | pemeliharaan Saluran | .S, g
Peningkatan kualitas Ker d(? e.laBn 'ka am Drainase/ Gorong- < °
rencana dan ondist Bal Gorong & g
implementasi Rencana Persentase @ @
Induk Sistem Penyediaan | Pemenuhan Rumah -g -E
Air Minum (RISPAM) dan | Tangga yang Program
Strategi Sanitasi Mengakses Air Pengembangan
g Bersih/minum non 65.95 68,72% g J

Kabupaten (SSK);

Optimalisasi

PDM dibanding
Kebutuhan air
bersih/minum non
PDAM

Kinerja Pengelolaan
Air Bersih/Minum
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data.

Ruang Daerah dalam
rangka intervensi secara
spesifik dan responsif
guna menghadirkan

strategis

Capaian Kinerja = o £
No Sasaran Arah Kebijakan Strategi Indikator Kinerja , Program 2 IS T g
Baseline 2021 c o X ®©
2016 = = =
Pengembangan, Jumlah Komulatif 0 RDTR 5 RDTR | Program Perencanaan
Pengelolaan dan RDTR dan RTBL 17RTBL | 26 RTBL | Tata Ruang
Konversi Sungai, Danau yang disusun
dan Sumber Daya Air Persentase
Lainnya; pelaksanaan Program
pemanfaatan ruang 65% 95% pengendalian
Peningkatan peran lintas | sesuai rekomendasi/ pemanfaatan ruang
sektor dalam rangka ijin tata ruang
pengendalian Banijir
akibat Bengawan Solo, Jumlah Komulatif
Luapan Kali Lamong, sertifikat bangunan 1 11 Program pengaturan
Luapan Kali Surabaya, laik fungsi yang jasa konstruksi
Banjir Perkotaan, dan diterbitkan
Banjir Pulau Bawean
Penguatan peran Pemenuhan ketersediaan
lintas sektor dalam | regulasi tata ruang yang 2 2
meletakkan efektif, spesifik, dan = =
h . c c
pembangunan armonis, s I
sesual Qengan e Peningkatan peran lintas B B Program g g
ruang ditunjang g P 9 @ pengembangan dan € o £ o
komprehensifitas sektor melalui Badan Jumlah Infrastuktur < < pembangunan > gl D g
. - i i i - - c 35| € 5
regulasi dan validitas Koordinasi Penataan yang dibangun o = infrastruktur wilayah 8 & 8 &
@ @
X X
[} (]
o o
2] [}
s G
£ £
a a)

keselarasan
pembangunan.
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3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota

3.3.1Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategis Kementrian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-
2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat,
kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam
visi. misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan
mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan,
tantanganutama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran
utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015 .
Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun
2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG
BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN

GOTONG-ROYONG”

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan
rumusan upayaupaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 —
2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target
pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU
dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet
Kerja,amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis
yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber

daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan
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kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;

2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung
konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan
sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global
yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;

3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan
rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam
rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan
prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;

4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan
rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang
berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di
kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam
kerangka NKRI;

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian
dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan pengembangan untuk
mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu,
pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan

yang ketat.

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(dampak/Impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan kondisi
yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis
(outcome/impact pada level customer yang dilayani) yaitu meningkatnya
kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam
mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi;
konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan
keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat
pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Sementara
sasaran strategis (outcome/impact pada level customers) dalam hal ini
merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang
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mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau
beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam

sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Kemudian agar kebutuhan customers dapat terpenuhi maka diperlukan
upaya-upaya dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik, yaitu:
1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran
Meningkatnya ketahanan air.
Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

N o o A~ WD

Meningkatnya pengendalian dan pengawasan

Untuk menjamin terlaksananya proses internal yang efektif dan efisien guna
memenuhi harapan stakeholders dan customers tersebut diatas maka diperlukan
upaya-upaya pengelolaan sumber daya organisasi melalui proses learning and
growth, yang meliputi:

1. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

2. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas.

3. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat

4. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi

publik, sertasarana dan prasarana.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

A. Tujuan 1:
Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat
yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas
untukkeseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan
tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan

dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
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a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum
dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat
pemerintahan

b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan
penganggaran.

c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

. Tujuan 2:

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan

energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam
rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran
strategis, yaitu:

a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan

b. Meningkatnya ketahanan air.

. Tujuan 3:

Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas,
efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing
bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas
daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis,
yaitu:

a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan

b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional

. Tujuan 4.

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip

‘infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:

a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan
perumahan.

b. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan

. Tujuan 5:

Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan

umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia,
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pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan

dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran srategis, yaitu:

a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas

d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum
dan perumahan rakyat

e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan
informasi publik, serta sarana dan prasarana

f. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman

3.3.2Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam
mendukung pencapaiaan agenda pembangunan Nasional adalah mengacu
kepada RPJMN 2015-2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur
wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang
berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di
kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan yaitu:

a. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah.
b. Pembinaan Konstruksi Nasional dan Fasilitasi Pengusahaan Infrastruktur.

2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan
energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam
rangka kemandirian ekonomi yaitu : Pengelolaan Sumber Daya Air

3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan
rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas,
efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing
bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas
daratan dan maritim yaitu : Penyelenggaraan Jalan
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4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip

‘infrastruktur untuk semua’, yaitu:

a. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

b. Penyediaan Perumahan

c. Pembiayaan Perumahan

5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia,

pengendalian dan pengawasan, kesekertariatan serta penelitian dan

pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efiesien, transparan dan

akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri,

dan berkepribadian yaitu :

1.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

2. Peningkatan Dukungan Manajemen, Sarana dan Prasarana
3.
4. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis

A. Tata Ruang

Pengembangan wilayah di Kabupaten Gresik sampai saat ini masih

mengacu pada teori kutub-kutub pertumbuhan dan mengikuti konsep central place

theory. Ada beberapa fenomena menarik mengenai perkembangan yang ada,

yaitu:

1. Perkembangan wilayah cenderung menyebabkan meningkatnya

kesenjangan antar-wilayah, ditandai oleh tingkat primacy Kota Gresik
yang semakin tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Gejala urban primacy
di Kota Gresik ini antara lain ditunjukkan oleh pola interaksi yang

cenderung convergen mengarah ke Kota Gresik terhadap

2. wilayah sekitarnya mengakibatkan terjadinya gejala konurbasi

(continuously built up area) dari kota Gresik ke arah wilayah hinterland-
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nya. Bila gejala primacy dan konurbasi akan mengalami kemunduran yang
mengarah pada diseconomis of scale. Kondisi ini akan mengakibatkan
peran dan fungsi strategis kawasan dalam lingkup lokal akan terganggu,
yang pada gilirannya akan menghancurkan struktur perekonomian
kawasan secara keseluruhan.

3. Perkembangan beberapa wilayah kepulauan (Bawean) masih jauh
tertinggal dibandingkan dengan pekembangan wilayah daratan Kabupaten
Gresik

4. Perkembangan beberapa wilayah selatan Kabupaten Gresik juga
terlambat dibandingkan perkembangan wilayah utara Kabupaten Gresik.

5. Pembentukan perwilayahan yang lebih dipengaruhi wilayah administrasi
tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Mekanisme pengembangan
wilayah melalui batas administratif terlihat lebih lemah dibandingkan

dengan mekanisme pasar.

Selain beberapa temuan pada pengembangan wilayah tersebut, terdapat
beberapa fenomena eksternal maupun internal yang muncul di Kabupaten Gresik,
antara lain :

1. Fenomena globalisasi, dimana sistem mekanisme pasar akan jauh lebih
kuat dibandingkan mekanisme lainnya (birokrasi). Globalisasi ini pun
akan menyebabkan terjadinya fenomena borderless region.

2. Fenomena otonomi daerah, di mana adanya fungsi-fungsi pengelolaan di
pusat yang didesentralisasi pada kewenangan daerah, sehingga
menyebabkan semakin besarnya kewenangan Kabupaten dalam
pengelolaan wilayhnya.

3. Adanya perubahan pada pemaknaan aglomerasi. Perkembangan konsep
aglomerasi ini berubah dalam penentuan investasi dari faktor keuntungan
penghematan ekonomi akibat aglomerasi menjadi analisis biaya transaksi.

4. Ketersediaan infrastruktur dalam pengembangan wilayah di Kabupaten
Gresik dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu daerah yang memiliki
ketersediaan infrastruktur yang cukup (relatif berada di wilayah utara), dan
yang kurang cukup (relatif berada di wilayah selatan), serta sangat kurang
(diwilayah Pulau Bawean).
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Dalam konteks lebih umum, menurut Bappenas, mulai tahun 2008 terindikasi
pergeseran penduduk perkotaan melebihin perdesaan. Fenomena ini akan
berpengaruh cukup signifikan dalam perencanaan pembangunan ke depan,
terutama orientasi perencanaan wilayah yang perlu bertransformasikan mengarah
ke sistem perkotaan (agropolitan), sehingga penduduknya tak perlu berubanisasi
ke perkotaan.

Dari berbagai uraian terhadap fenomena yang muncul tersebut, perlu
diupayakan empat langkah yang dapat diterapkan dalam pengembangan wilayah
di Kabupaten Gresik agar bisa menjadi lebih baik, yaitu :

1. Menjadikan rencana tata ruang wilayah dan rencana tata ruang kawasan
sebagai pedoman dasar penggunaan tata guna lahan dalam
pembangunan dan pengembangan wilayah di Kabupaten Gresik

2. Pengembangan kawasan industri terpadu di wilayah Gresik bagian Utara

3. Pengembangan kawasan industri terpadu di wilayah Gresik bagian
Selatan

4. Percepatan pembangunan kawasan kepulauan

B. Lingkungan

Pemanasan global dan perubahan iklim tengah terjadi dan diperkirakan akan
terus terjadi pada masa mendatang. Banyaknya kejadian bencana seperti banjir,
longsor, erosi, badai tropis dan kekeringan merupakan dampak nyata perubahan
iklim dan pemanasan global. Agenda adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
diperlukan untuk menciptakan sistem pembangunan yang berdaya tahan
(reliance) terhadap goncangan variabilitas iklim saat ini (anomali iklim) dan
antisipsi dampak perubahan iklim di masa depan. Fokus adaptasi ini perlu
ditujukan pada area-area yang rentan terhadap perubahan iklim seperti sumber
daya air, pertanian, perikanan, pesisir dan laut, infrastruktur dan permukiman,

kesehatan serta kehutanan.

Arah kebijakan pembangunan yang berdaya tahan terhadap resiko
perubahan iklim perlu mempertimbangkan agenda perubahan iklim terkait tujuan

pembangunan nasional dan daerah serta diselaraskan dengan tujuan
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pembangunan millenium (Millenium Development Goals/MDG’s). Pada tahun-
tahun terakhir ini berbagai implikasi dari perubahan iklim telah membuat derita
para miskin menjadi berlipat ganda. Para nelayan tidak bisa melaut karena
gelombang besar, lahan pertanian pun terancam banjir kala musim penghujan dan

terancam kekeringan saat kemarau.

Untuk dapat menunjang pelaksanaan kegiatan mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim yang tengah dan diperkirakan akan terus terjadi ini, upaya
penegakan hukum yang konsisten dan tegas, tata kelola pemerintahan yang baik
(good govermance), persiapan dan rekayasa sosial serta sosialisasi dan
pendidikan yang intensif menjadi prasayarat penting yang harus dipenuhi melalui

kebijakan yang lebih komprehensif.

Di Kabupaten Gresik masih menjadi langganan banjir tahunan antara lain di
wilayah Kecamatan Balongpanggang, Benjeng, Cerme, Menganti, Wringinanom
dan Gresik. Hal ini dikarenakan tidak saja Kabupaten Gresik merupakan daerah

hilir kali lamong dan kali bengawan solo, akan tetapi juga terjadinya anomali iklim.

Wisata di Kabupaten Gresik adalah wisata religi dan wisata alam. Walaupun
berbagai kegiatan dalam rangka penataan fasilitasi wisata telah dilakukan, namun
masih terdapat kekurangan penataan fasilitasi penunjang untuk mewujudkan rasa
aman, senang dan nyaman bagi wisatawan domestik maupun luar negeri. Di
samping itu potensi alam di Kabupaten Gresik belum seluruhnya dikemas sebagai
tempat wisata yang representatif, sebagai contohnya adalah potensi alam wisata
pantai Delegan di Ujungpangkah, Pulau Bawean dan Goa Gelang Agung di
Kecamatan Bungah.

Untuk itu perlu diupayakan beberapa hal guna meningkatkan pembangunan
pariwisata di Kabupaten Gresik pada masa mendatang agar bisa menjadi lebih
baik, antara lain:

a. Membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana wisata religius agar

memberikan kenyamanan dan khusu’an pengunjung wisata religi
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b. Mensinergikan antar wisata religi untuk membangun kekuatan daya tarik
dan minat wisatawan relegi untuk memperpanjang waktu berkunjung ke
tempat-tempat wisata di Kabupaten Gresik

c. Membuat master plan pengembangan wisata Pulau Bawean menuju ikon
wisata Jawa Timur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa
Timur

d. Membangun sarana dan prasarana wisata pantai Delegan sehingga dapat
menarik minat wiasatawan untuk berkunjung dan dapat dijadikan sebagai

salah satu tujuan wiasat alam di Kabupaten Gresik.

C. Pencemaran

Dalam tata ruang propinsi jawa timur, Kabupaten Gresik ditetapkan sebagai
kawasan atau zona industri, sehingga keberadaan industri di Kabupaten Gresik
berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk memperkecilkan dampak
pencemaran perlu dilakukan upaya-upaya penanganan, diantaranya rencana
pembangunan pengolahan limbah terpadu (ERP) di wilayah gresik bagian selatan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis yang dibahas dalam Kabupaten Gresik merupakan intisari dari
kompilasi permasalahan pembangunan berkaitan dengan sinkronisasi terhadap
isu strategis berskala internasional, nasional, hingga regional provinsi. Adapun isu
strategis yang ditelaah meliputi:

3.5.1 Ketersedian Air Minum Layak dan Pelayanan Sanitasi Dasar
1. Ketersedian Air Minum Layak
Berdasarkan data RISPAM Kabupaten Gresik Tahun 2014 cakupan
pelayanan PDAM Kabupaten Gresik terhadap jumlah total jumlah penduduk

keseluruhan wilayah administrasi Kabupaten Gresik meningkat menjadi 33%.

Hal ini mengindikasikan belum tercapainya Standart Pelayanan Air Minum

MDG’s pada tahun 2015 sebesar 80 % masyarakat perkotaan dan 60%

masyarakat perdesaan; Sedangkan secara jangkauan kewilayahan,

ketersediaan air bersih perpipaan PDAM masih mencakup 9 Kecamatan dari

18 Kecamatan Wilayah Administrasi Kabupaten Gresik.
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Berdasarkan dara dari Profil Kesehatan Kab. Gresik 2014, PDAM Kab
Gresik dan Dinas PU Kab Gresik yang termuat dalam RAD AMPL 2015-
2019, persentase rumah tanga yang terlayani akses air minum baik dari
perpipaan PDAM maupun non perpipaan PDAM sekitar 49,58%. Capaian
akses air minum ini dapat dikatakan cukup jauh dari target Pemerintah Pusat
tahun 2019 yaitu mencapai 100% air bersih.

2. Pelayanan Sanitasi Dasar

Fasilitas sanitasi yang layak adalah fasilitas sanitasi yang
memenuhi syarat kesehatan antara lain dilengkapi dengan leher angsa,
tanki septik (septic tank)/Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), yang
digunakan sendiri atau bersama. Capaian Kabupaten Gresik pada Tahun
2013, capaian Kabupaten Gresik meningkat hingga 86.62%.

Adapun di sektor pengolahan persampahan tingkat layanan sampah
masih sangat kecil hanya berkisar 20.91%, paling besar masyarakat
mengelola sampah rumah tangga dengan cara dibakar hingga mencapai
49.43%, dibuang ke lahan kosong 18.21%, dan masih ada 8,7% yang
dibuang ke sungai. Sedangkan pengelolaan limbah cair domestik diupayakan
dapat meningkatkan akses pelayanan yang ramah lingkungan, sehingga
tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang
lebih aman dan sehat. SPAL Permukiman sejak tahun 2012 berjumlah 120
unit, namun masih menimbulkan banyak masalah terkait pemeliharaan yang
disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif
dalam memelihara IPAL dan berakibat pada banyaknya sampah padat yang
dibuang sembarangan ke jaringan perpipaan IPAL. Selain tangki septik yang
tidak kedap dan berpotensi menimbulkan pencemaran air tanah karena
waktu penyedotan yang lebih cepat dari standar, juga adanya pembuangan
liar tanpa pengolahan di badan air maupun di tanah terbuka pada saat
proses pengangkutan air limbah domestik sehingga berpotensi menimbulkan
kerusakan lingkungan dan gangguan bagi kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gresik juga mengambil sikap agar hal tersebut
menjadi prioritas pembangunan, baik mengenai ketersediaan air minum yang
layak serta pelayanan sanitasi dasar yang memadai. Hal tersebut dilakukan

guna mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan,
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dibuatlah program 100-0-100 yang berarti pada tahun 2019 permukiman
harus memenuhi standar 100% akses air minum, 0% persen luas kawasan
kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi (air limbah, persampahan dan

drainase).

Air
100% Minum

Layak

0% Kumuh

0, Sanitasi
100 A’ Dasar

Gambar 3. 3 Program Pemerintah 100-0-100

3.5.2 Konektivitas Daerah

Ditinjau dari segi infraktutur jalan jalan kabupaten di Kabupaten Gresik
pada tahun 2017 mencapai 512,16 km didominasi jenis perkerasan aspal
yaitu sepanjang 297,3 km. Jalan Kabupaten dengan kondisi baik sepanjang
197,67 km (38,60%); kondisi sedang 171,99 km (33,58%); kondisi rusak
ringan sepanjang 85,21 km (16,64%) dan kondisi rusak berat sepanjang
57,30 km (11,19%). Dengan demikian jalan yang yang memenuhi kriteria
mantap yaitu jalan dengan kondisi baik dan sedang sepanjang 369,67 km

atau sebesar 72,18% sedangkan sisanya adalah tidak mantap.

Adapun ditelaah secara kondisi geografis, kabupaten Gresik
merupakan wilayah penyangga Surabaya dengan dominasi beban dalam
sektor industri, permukiman, perdagangan dan jasa. Aksesibilitas merupakan
hal yang sangat penting dalam menunjang seluruh aktivitas kegiatan
ekonomi dan sosial. Pergantian dan integrasi antar moda merupakan hal
sangat penting dalam lingkup perhubungan, untuk itu perlu adanya Integrasi
transportasi melalui terminal kargo dan pemfungsian kembali jalur kereta api
di Gresik, untuk menunjang sektor angkutan barang ke pelabuhan

(internasional kalimireng, kali lamong, perak) dan kawasan-kawasan industri,
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serta integrasi terminal orang (bunder) dengan stasiun kereta api di
Duduksampean.

Selain itu, diperlukan evaluasi dan penataan ulang jalur (trayek)
angkutan umum pedesaaan dan perkotaan dilihat dari karakteristik skala
pelayanan serta pergerakan diseluruh wilayah perbatasan hingga
perkotaaan. Serta peningkatan infrastruktur Jalan (Jalan Kabupaten, Jalan
Nasional, Jalan Tol dan Kebutuhan Flyover), lapangan terbang (bandara)
dan pelabuhan harus diikuti dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang.
Untuk itu perlu Pusat Informasi dan Pengendalian Lalu Lintas yang dikelola
secara online, agar permasalahan lalu-lintas yang terjadi bisa diatasi lebih
sangat cepat saat itu juga.

Di sektor perhubungan laut, peningkatan sarana dan pelayanan moda
angkutan perhubungan laut, seperti penambahan armada transportasi kapal
laut dari Gresik ke Pulau Bawean yang mampu berlayar Kketika
ombak/gelombang besar. Sedangkan untuk sektor perhubungan udara
dalam hal ini adalah lapangan terbang bawean adalah melalui
pengembangan dan peningkatan fasilitas serta tata kelola di Lapter Bawean,
agar segera beroperasi dengan baik.

3.5.3 Pengendalian Banjir

Bencana Banjir di Kabupaten Gresik yang disebabkan oleh Bengawan
Solo terdapat 5 (Lima) Kecamatan terdampak banjir meliputi Kecamatan
Dukun, Bungan, Sidayu, ujungpangkah dan Manyar. Pengendalian Bencana
banijir akibat Bengawan Solo telah diminimalisir dengan ketersediaan tanggul
dan didukung dengan terbangunnya Bandung Gerak Sembayat. Bencana
banjir akibat luapan Kali Lamong berpengaruh terhadap 5 (Lima) kecamatan
terdampak meliputi Benjeng, Cerme, Balongpanggang, Menganti, dan
sebagian kecil Kecamatan Kebomas.. Pengendalian banijir akibat luapan kali
lamong teruatama pada Kecamatan Benjeng, Cerme, dan Balongpanggang
menjadi prioritas dalam pembangunan pertanian dalm rangka mendukung
ketahanan dan kerawanan pangan. Adapun pengendalian banjir masih
belum optimal karena belum tersedianya tanggul. Pembangunan tanggul
terhambat akibat masih belum selesainya pembebasan lahan terhadap

Daerah Aliran Sungai.
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Bencana banijir selanjurnya adalah akibat luapan Kali Surabaya pada
Daerah Driyorejo. Pengendalian banjir pada segmen ini masih belum optimal
disebabkan tanggul yang belum tersedia. Wilayah terdampak banjir adalah
daerah perkotaan yang menjadi salah satu aglomerasi industry sehingga
diperlukan penguatan lintas sektor dalam pengendaliannya. Sedangkan
Banjir Perkotaan pada Kecamatan Kebomas dan Gresik telah dikendalikan
dengan fasilitas Rumah Pompa didukung sistem drainase melalui Bozem.
Hal ini ditunjang dengan dirumuskannya masterplan drainase yang telah
mencakup wilayah perkotaan.. Adapun Di Pulau Bawean telah terdapat
sistem drainase permukiman, terutama permukiman-permukiman yang
terdapat di tepi jalan raya. Kondisi system drainase masih belum optimal dan
cenderung berpotensi tertimbun longsoran tanah dari lereng-lereng bukit
atau kebun disekitarnya. Dalam hal pengendalian banjir, salah satu upaya

Pemerintah Kabupaten dalam menyelanggarakan hal tersebut melalui:

Agenda Pembangunan Tata Ruang Wilayah Gresik
Agenda pembangunan wilayah Gresik sebagaimana tertuang dalam

rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten yang terbagi atas;

1. RDTR BWP Duduksampeyan dan Cerme

2. RDTR BWP Gresik Perkotaan (Kecamatan Gresik dan Kebomas)

3. RDTR BWP Gresik Selatan (Kecamatan Driyorejo, Menganti, dan
Kedamean)

4. RDTR BWP Gresik Utara (Kecamatan Panceng, Sidayu, dan
Ujungpangkah)

5. RDTR BWP Manyar dan Bungah

Sedangkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan terbagi
menjadi Kawasan Agropolitan dan Kawasan Minapolitan.Adapun agenda
pokok pembangunan tata ruang wilayah Kabupaten Gresik sebagaimana
berikut:

1. Pembangunan Pelabuhan Kali Mireng Il yang berskala internasional di
Kecamatan Manyar seluas kurang lebih 5.000 ha. Yang diperkirakan

akan mempengaruhi struktur ruang yang signifikan di Kabupaten Gresik.
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10.

11.

12.

Implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah yang mengamanatkan bahwa pengelolaan ruang laut, peisir dan
pulau-pulau kecil di kelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah
provinsi. Pengelolaan ruang laut sampai 12 mil dikelola oleh pemerintah
provinsi sedangkan pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dikelola oleh
pemerintah pusat. Sedangkan, pesisir kabupaten Gresik banyak demand
terhadap pelabuhan terutama pada pesisir di ujungpangkah — Bunga.h
Perencanaan Jalan Tol Krian — Legundi - Bunder.

Inisiasipembangunan 320 titk menara telekomukasi (tower) di
Kabupaten Gresik hingga tahun 2015. Sedangkan, terdapat beberapa
menara yang penempatannya berada di luar rencana 208 titik zona tower
yang direncanakan dalam RTRW Kabupaten Gresik.

Rencana PLU di Ujungpangkah yang dapat mendukung kegiatan di
Pelabuhan Kalimireng 1.

Pembebasan lahan di Kecamatan Wringinanom untuk pembangunan
TPA Regional belum terlaksana karena tanah yang akan digunakan
merupakan tanah warga, sedangkan warga menolak untuk
pembangunan TPA Regional. Rencana penempatan TPA Regional
tersebut dialihkan ke Desa Banyu Tengah Kecamatan Panceng.
Pemangunan dan pemanfaatan Bendung Gerak Sembayat sebagai
salah satu sumber air baku.

Intensitas perkembangan jumlah perumahan dan industri yang pesat di
Kabupaten Gresik.

Pemetaan jenis rawan bencana lain di Kabupaten Gresik yaitu rawan
bencana kekeringan dan rawan bencana teknologi industri.

Alih fungsi perubahan lahan pertanian dan tambak produktif menjadi
kawasan terbangun seperti industri dan permukiman yang tidak sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik.

Inisiasi Mou Bupati dan Walikota seluruh Jawa Timur terkait pengelolaan
aliran DAS Brantas dari Mojokerto — Surabaya.

Rencana pembangunan Central Business District yang berada di Gresik

Kota Baru.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Terdapat asset-aset Tanah Negara terkait Pertahanan dan Keamanan
Negara di Desa Kepuhklagen Kecamatan Wringinanom dan Desa
Wedoroanom Kecamatan Driyorejo.

Rencana Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai
bentuk upaya pemenuhan kebutuhan dan ketahanan pangan nasional.
Penurunan status Kawasan Cagar Alam di wilayah Bawean menjadi
Taman Wisata Alam.

Perwujudan keterpaduan moda kendaraan umum (Angkutan Umum,
Kendaraan Pribadi, dll) menuju ke angkutan massal (Kereta Api) dengan
menggunakan sistem Transit Oriented Development (TOD) di
Kecamatan Duduksampeyan, melalui pemindahan terminal Bunder yaitu
terminal kelas B dari Kecamatan Kebomas ke Kecamatan
Duduksampeyan yang lokasinya berdekatan dengan statsiun Kereta Api.
Perwujudan sistem prasarana pada jaringan transportasi darat berupa
pengembangan Jalan Lingkar Barat Gresik.

Jaringan gas ke arah utara menjangkau Kecamatan Bungah dan Pulau

Bawean di Kabupaten Gresik.
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BAB 4

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

4.4.1Visi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, Visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan
merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di
daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali gambaran
bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh organisasi yang
bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi harus
digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan perwujudannya secara
bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang diyakini oleh seluruh elemen
organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan upaya mewujudkan visi tersebut.
Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi diharapkan akan mampu

menjadi akselerator bagi upaya peningkatan kinerja organisasi.
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Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan
membangun visi bersama, maka ditetapkan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021 yakni :

“TERWUJUDNYA SARANA PRASARANA URUSAN PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG YANG ANDAL UNTUK MENDUKUNG GRESIK LEBIH
BAIK DAN BERKUALITAS “

Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu
diberikan penjelasan visi sebagai berikut :

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dituntut dapat menyediakan,

memelihara infrastruktur yang dibangun dan memberikan pelayanan urusan

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk masyarakat Kabupaten Gresik,

guna menunjang roda perekonomian demi kesejahteraan masyarakat

dengan memperhatikan kondisi lingkungan agar berdampak positif dan

berkelanjutan.

4.4.2 Misi

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi
pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat
diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu tahapan
yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa yang hendak
dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Salah satu unsur dalam
tahapan tersebut adalah penetapan misi organisasi yang dalam hal ini adalah misi
SKPD.

Dalam rangka mewujudkan visinya maka ditetapkan misi yang di emban
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik tahun 2016 - 2021
sebagai berikut :

1. Mewujudkan Manajemen Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang

Profesional

2. Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Urusan Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang yang Berkualitas
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3. Mewujudkan Pembinaan dan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang yang Prima

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

4.2.1 Tujuan

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu
sampai tahun terakhir renstra;

2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang
ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;

3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi
organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok

organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut
maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik dalam mewujudkan misinya menetapkan
tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Manajemen Urusan Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang yang Profesional” maka ditetapkan tujuan :
Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan sarana prasarana penunjang
kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan tata ruang
2. Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana

Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Yang Berkualitas” maka

ditetapkan tujuan :

Meningkatkan kualitas operasional, pemeliharaan dan pembangunan
fisik sarana prasarana urusan pekerjaan umum dan tata ruang
3. Untuk mewujudkan misi “Mewujudkan Pembinaan Dan Pelayanan Urusan

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Yang Prima” maka ditetapkan tujuan :
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Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang dalam rangka memberikan pelayanan Urusan Pekerjaan Umum

dan Tata Ruang.

4.2.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan
dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan
diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan
kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat

dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari
proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan
pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh
karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria specific, measurable,
agresive but attainable, result oriented dan time bond. Guna memenuhi kriteria
tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator
sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain

disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir
tahun 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik
menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan kualitas SDM Aparatur dan
sarana prasarana penunjang kinerja pembangunan urusan pekerjaan
umum dan tata ruang” maka ditetapkan sasaran Meningkatnya sarana,
prasarana aparatur, dan management OPD

2. Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan kualitas operasional,
pemeliharaan dan pembangunan fisik sarana prasarana urusan pekerjaan

umum dan tata ruang” maka ditetapkan sasaran Menciptakan

77



pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan berdaya saing
serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata ruang

a. Untuk mewujudkan tujuan “Menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam rangka memberikan pelayanan
Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang” maka ditetapkan sasaran

Terwujudnya pelayanan publik yang prima

4.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi
organisasi yang dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi
rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi.
Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, maka
strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri atas :

1. Peningkatan kualitas penyediaan alat pendukung kinerja
a. Peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan
b. Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana urusan Pekerjaan umum
dan Tata Ruang

c. Peningkatan pelayanan publik

4.4 Kebijakan

Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam mewujudkan
tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2021
dirumuskan sebagai berikut :

A. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Air
1. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan
keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir,
antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan
demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan

jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.
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10.

Konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan
antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya
untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.

Pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola
pengelolaan yang lebih berkeadilan serta rasionalisasi permintaan dan
penggunaan air melalui demand management.

Pengembangan dan penerapan sistem conjuctive use antara
pemanfaatan air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama
untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air
tanah.

Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi
difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah
dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi
yang mengalami kerusakan, dan peningkatan kinerja operasi dan
pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan dilakukan hanya pada
areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah
siap.

Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan
dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan
penyediaan air baku dan air permukaan.

Pengendalian daya rusak air terutama dalam hal penanggulangan banjir
mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui  konservasi
sumberdaya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan
memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah.

Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah
perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi.

Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku
kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banijir,
tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana.
Penanggulangan banijir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat
dan wilayah strategis.

Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air juga dilakukan dengan
penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan

tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.
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11. Penataan dan penguatan sistem pengolahan data dan informasi sumber

daya air dilakukan secara terencana dan dikelola secara
berkesinambungan sehingga tercipta basis data yang dapat dijadikan
dasar acuan perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber

daya air.

B. Kebijakan Pembangunan Prasarana Jalan

1.

Mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah
terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui
pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan.
Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan
kebijakan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan
wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan
prasarana lainnya dalam konteks pelayanan intermoda dan sistem
transportasi yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi.
Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan
prasarana jalan.

Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM
bidang penyelenggaraan prasarana jalan.

Mendorong keterlibatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam

penyelenggaran dan penyediaan prasarana jalan.

C. Kebijakan Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan

1.

Meningkatkan pembinaan bagi peningkatan kapasitas Pemerintah
Daerah dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung.
Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis keamanan dan
keselamatan gedung.

Meningkatkan pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan
gedung yang dilindungi dan dilestarikan.

Meningkatkan pelayanan air minum non PDAM

5. Meningkatkan pembiayaan melalui Dana Alokasi Khusus yang diarahkan

untuk membantu pelayanan air minum perdesaan.
Meningkatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya

mencapai sasaran pembangunan air minum.
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Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah yang dikelola
secara langsung oleh masyarakat
Menciptakan kesadaran seluruh stakeholders terhadap pentingnya
peningkatan pelayanan drainase.
Meningkatkan peranserta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai

sasaran pembangunan drainase.

10. Meningkatkan kinerja pengelola drainase

11.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola drainase melalui

uji kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan pelayanan
kesehatan.

D. Kebijakan Penataan Ruang

1.

Mengefektifkan pembinaan dan pengawasan teknis dalm pelaksanaan
penataan  ruang, termasuk dengan  meningkatkan  kualitas
penyelenggaraan penataan ruang pleh Pemerintah Daerah sesuai
kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan  Daerah  Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.

Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis
yang mendorong keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah dan
implementasi program pembangunan daerabh.

Mengembangkan kapasitas kelembagaan pusat dan daerah serta
sinergis dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis
pelaksanaan penataan ruang.

Mengembangkan rencana terpadu pengembangan wilayah di berbagai
arah spasial, dengan penjurunya pembangunan infrastruktur pekerjaan

umum dan permukiman dan pembangunan daerah.

E. Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi

1.

Melakukan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur secara transparan
dan terbuka dengan melibatkan masyarakat dan meningkatkan peran
Pemerintah Daerah dalam bentuk dekonsentrasi/tugas pembantuan.

Melakukan pembinaan infrastruktur yang efisien, efektif dan produktif.
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3. Meningkatkan penerapan teknologi konstruksi, penggunaan bahan dan
peralatan konstruksi dalam sistem penyelenggaraan konstruksi yang
menjamin kehandalan konstruksi.

F. Kebijakan Peningkatan Pengawasan

1. Menegakkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan
infrastruktur melalui pengawasan dengan berdasarkan pada peraturan
perundangan-undangan yang berlaku serta penerapan Good
Governance.

2. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan
pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

3. Menggunakan sumberdaya yang ada secara efisien dan efektif untuk
melaksanakan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan
pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

4. Menerapkan cara pemeriksaan yang komprehensif dan memenuhi
standar pemeriksaan yang ditetapkan.

G. Kebijakan Peningkatan Dukungan Kesekretariatan
1. Mengembangkan kebijakan dan sistem perencanaan pembangunan
bidang pekerjaan umum dan tata ruang berdasarkan ketentuan aturan
perundang-undangan dan NSPM
2. Mengembangkan manajemen sumber daya dan kelembagaan dalam
mendukung peningkatan daya saing :

a) Restrukturisasi pengembangan manajemen sumber daya meliputi
pengembangan manajemen keuangan, aset, dan peraturan
perundang-undangan untuk mewujudkan penggunaan secara efisien
yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat seoptimal mungkin.

b) Peningkatan sumber daya manusia meliputi pengembangan dan
pengelolaan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan
kebutuhan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan
umum.

c) Peningkatan menajemen kelembagaan diharapkan dapat memenuhi
tupoksi organisasi yang tidak tumpang tindih serta dapat
mengakomodasikan jabatan fungsional secara efektif.

3. Revitalisasi Pelayanan administrasi publik dalam mengurangi dampak

negatif globalisasi melalui tata laksana administrasi yang baik

82



Revitalisasi pelayanan administrasi publik perlu dikembangkan dan
ditingkatkan terutama dalam hal mengurangi dampak negatif globalisasi
melalui penataan sistem administrasi yang baik.

. Optimalisiasi peran sekretariat sebagai unit terdepan dalam mendukung
implementasi program pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Tata

Ruang melalui penerapan prinsip-prinsip good governance.
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BAB 5

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau
lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Nomenklatur program-program di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
secara umum dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis program. Sedangkan kegiatan
didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang
yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang/jasa.
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Kategori program di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dibagi menjadi

dua, yaitu Program Generik dan Program Teknis. Program Generik merupakan

program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan

aparatur

dan atau administrasi

pemerintahan (pelayanan

internal), seperti

ditunjukkan pada Tabel 5.1. Sedangkan Program Teknis merupakan program-

program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat

(pelayanan eksternal), seperti ditunjukkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5. 1 Program Generik pada Program Kegiatan Jangka Menengah Dinas Pekerjaan

Umum dan Tata Ruang

PERUBAHAN

PROGRAM PROGRAM KEGIATAN PERUBAHAN KEGIATAN

PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN Tidak ada perubahan
PERLENGKAPAN KANTOR peru
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN Tidak ada perubahan
PENGGANDAAN peru
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN
PERATURAN PERUNDANG- Tidak ada perubahan
UNDANGAN

PELAYANAN PENYEDIAAN SOUVENIR/TALI ASIH Tidak ada perubahan

ADMINISTRASI Tidak ada perubahan

PERKANTORAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN :
MINUMAN Tidak ada perubahan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN '
KONSULTASI Tidak ada perubahan
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI .
KANTOR Tidak ada perubahan
PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL Tidak ada perubahan

KANTOR

Tabel 5. 2 Perubahan Program Teknis pada Program Kegiatan Jangka Menengah Dinas

Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PERUBAHAN
PROGRAM PROGRAM KEGIATAN PERUBAHAN KEGIATAN

PENGADAAN KENDARAAN Tidak ada perubahan
JABATAN/DINAS /OPERASIONAL P

QEETI&KSXQN PENGADAAN

PRASARANA Tidak ada perubahan | PERALATAN/PERLENGKAPAN Tidak ada perubahan

APARATUR KANTOR/RUMAH TANGGA
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA Tidak ada perubahan
KANTOR/RUMAH TANGGA P
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PERUBAHAN

PROGRAM PROGRAM KEGIATAN PERUBAHAN KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KENDARAAN JABATAN/ Tidak ada perubahan
DINAS/OPERASIONAL
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN Tidak ada perubahan
KANTOR/RUMAH TANGGA
OPERASIONAL PEMELIHARAAN Dihans
PRASARANA DAN SARANA KE PU-AN P
PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT Tidak ada perubahan
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI Tidak ada perubahan
KINERJA SKPD
PENINGKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN | Tidak ada perubahan
gFSNT(EEAMBANGAN EEESUSUNAN RENCANA KERJA Tidak ada perubahan
Tidak ada perubahan
Eitﬁ/:FI’ENR/QmERJA P PENYUSUNAN PROFIL SKPD Tidak ada perubahan
DAN KEUANGAN PENGENDALIAN PERENCANAAN Tidak ada berubahan
PROGRAM DAN KEGIATAN P
FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN
(BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, | Tidak ada perubahan
BANTUAN KEUANGAN, DLL)
REHABILITAS/PEMELIHARAAN ALAT- | o0 oo
ALAT BERAT P
BOP KEGIATAN KEPUAN CABANG .
SELATAN Tidak ada perubahan
PENGELOLAAN B<T3KRKAEG|ATAN KEPUAN CABANG Tidak ada perubahan
UNIT PELAKSANA Tidak ada perubahan
TEKNIS SKPD BOP KEGIATAN KEPUAN CABANG Tidak ada berubahan
BAWEAN P
BOP KEGIATAN KEPUAN PERALATAN | Tidak ada perubahan
OPEREASIONAL UPT PENGELOLAAN | .\ oo
LIMBAH CAIR DOMESTIK P
PEMBANGUNAN JALAN Tidak ada perubahan
PEMBANGUNAN JALAN DAN Tidak ada perubahan
JEMBATAN PERDESAAN peru
REHABILITASI/PEMELIHARAAN Tidak ada berubahan
LABORATORIUM KEBINAMARGAAN P
SENINGKATAN REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN | Tidak ada perubahan
KUALITAS JALAN Tidak ada perubahan | REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JALAN | 0 oo
DAN JEMBATAN DAN JEMBATAN PERDESAAN P
INPEKSI KONDISI JALAN Tidak ada perubahan
PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS PENUGASAN BIDANG JALAN | .
SUB BIDANG PENDUKUNG Tidak ada perubahan
KONEKTIFITAS
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PERUBAHAN

PROGRAM el KEGIATAN PERUBAHAN KEGIATAN
PENGELOLAAN DANA ALOKAS|
KHUSUS REGULER BIDANG
A JALAN
PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS PENUGASAN BIDANG
//j JALAN
/ PERENCANAAN JALAN DAN
/| JEMBATAN
PEMBANGUNAN JEMBATAN Tidak ada perubahan
EEAIIIJ(EAADAAN PENERANGAN JALAN [ i\ 1o erubahan
REHABILITASI/PEMELIHARAAN .
PENINGKATAN
HOALITAS PENERANGAN JALAN UMUM Tidak ada perubahan
Tidak ada perubah
PRASARANA daiada perubanan | oeN GADAAN SARANA DAN Tidak ada veruban
KEBINAMARGAAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN | @ aca perubanan
7/ PERENCANAAN PRASARANA
A KEBINAMARGAAN
PEMBANGUNAN PINTU AIR Dihapus
REHABILITASI/PEMELIHARAAN REHABILITASI JARINGAN
JARINGAN IRIGASI IRIGASI
REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU | .
Dihapus
PENGEMBANGAN AR
DAN PENGELOLAAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN Tidak ada perubah
JARINGAN IRIGASI, SUMBER DAYA AR Idak ada perubanan
RAWA DAN Tidak ada perubahan
JARINGAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI
PENGAIRAN KHUSUS INFRASTRUKTUR IRIGASI Tidak ada perubahan
LAINNYA UNTUK KEDAULATAN PANGAN
/ PENGEMBANGAN DATA DAN
A INFORMASI SUMBER DAYA AIR
PENGELOLAAN DANA ALOKAS|
KHUSUS PENUGASAN BIDANG
/] IRIGAS|
PEMBANGUNAN PENGAMANAN .
SUMBER DAYA AR Tidak ada perubahan
PENINGKATAN DISTRIBUSI .
PENYEDIAAN AIR BAKU Tidak ada perubahan
PEMBANGUNAN EMBUNG DAN
PENGOLAHAN AR | Tidak ada perubahan | LAINNYA
BAKU PEMELIHARAAN DAN REHABILITAS|
EMBUNG DAN BANGUNAN Tidak ada perubahan
PENAMPUNG AIR LAINNYA
REHABILITASI KAWASAN KRITIS
DAERAH TANGKAPAN SUNGAI DAN | Dihapus

DANAU
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PERUBAHAN

PROGRAM el KEGIATAN PERUBAHAN KEGIATAN
PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN | .\ 0
PENGENDALIAN PENGERUKAN SUNGAI/KALI P
BANJIR Tidak ada perubahan |
// PEMBANGUNAN/REHABILITASI
/A PINTU PENGENDALI BANJIR
BE\MBANGUNAN PEMBANGUNAN SALURAN Tidak ada perubahan
DEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG P
SALURAN Tidak ada perubahan
REHABILITASI/PEMELIHARAAN .
el SORON DRAINASE/GORONG-GORONG Tidak ada perubahan
PENGEMBANGAN SARANA DAN Tidak ada berubahan
PRASARANA AIR BERSIH P
FASILITAS| PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN SARANA AIR MINUM | Tidak ada perubahan
BERBASIS MASYARAKAT
EFI\INE(?{I\EJXBANGAN ' PENGELOLAAN DANA ALOKASI Tidak ada perubahan
PENGELOLAAN AR | idak ada perubahan KHUSUS BIDANG AIR MINUM
BERSIHMINUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS REGULER BIDANG
A AIR MINUM
PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS PENUGASAN BIDANG
/| AIR MINUM
PENYUSUNAN RENCANA TATA Tidak ada perubahan
BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) P
ERENCANAAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL
Tidak ada perubahan | TATARUANG (RDTR) DAN Tidak ada perubahan
TATARUANG P PERATURAN ZONASI
PEMETAAN TEMATIK DAN UPDATING | .00
BASIS DATA INFORMASI TATA RUANG P
PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI Tidak ada perubahan
DAN DATABASE PENATAAN RUANG P
DISEMINASI INFORMASI RENCANA Tidak ada berubahan
TATA RUANG P
PENYUSUNAN NORMA, STANDART
DAN KRITERIA (NSPK) PEMANFAATAN | Tidak ada perubahan
PENGENDALIAN RUANG
PEMANFAATAN Tidak ada perubah
RUANG \dak aca perubanan | bERASIONAL PENGENDALIAN DAN
PENERTIBAN PELANGGARAN BIDANG | Tidak ada perubahan
PENATAAN RUANG
PENGENDALIAN PEMASANGANPIPA, | .\ 0o
KABEL DAN UTILITAS P
OPERASIONAL PELAYANAN
INFORMAS| PEMANFAATAN RUANG | Tidak ada perubahan
(ADVICE PLANNING)
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PERUBAHAN
PROGRAM ECGEET KEGIATAN PERUBAHAN KEGIATAN
PENGAWASAN DAN TASKFORCE Tidak ada berubahan
TATARUANG P
PENGATURAN DAN
PENYELENGGARAAN USAHA JASA Tidak ada perubahan
KONSTRUKSI
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI Tidak ada perubahan
MONITORING PEMBINAAN DAN Tidak ada perubahan
PENGATURAN JASA | _ PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG
KONSTRUKS| Tidak ada perubahan
SERTIFIKASI STANDAR LAK FUNGSI | o o o
BANGUNAN GEDUNG P
PENGUJIAN TEKNIS BANGUNAN Dihanus
GEDUNG pu
VERIFIKASI REKOMENDASI TEKNIS | 1o oo
KEGIATAN KE PU-AN P
PEMBANGUNAN/PENINGK ATAN Tidak ada berubahan
INFRASTRUKTUR peru
PENGEMBANGAN REVITALISASI KAWASAN Tidak ada perubahan
DAN PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER | Tidak ada perubahan
PEMBANGUNAN Tidak ada perubahan
INFRASTRUKTUR peru PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA | Tidak ada perubahan
WILAYAH :
STRATEGIS PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG Dihapus
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR Tidak ada perubahan
PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD Dihapus
7 7 PEMBANGUNAN GEDUNG
PENGEMBANGAN MARKAS KEPOLISIAN RESORT
DAN GRESIK
PEMBANGUNAN
GEDUNG NEGARA PEMBANGUNAN GEDUNG
4 A KEJAKSAAN NEGERI GRESIK
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5.2 Target Kinerja

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik
sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi
dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja
spesifik yang akan dicapai oleh kementerian yang meliputi program dan kegiatan
dalam periode waktu yang telah ditetapkan dalam penyusunan target kinerja baik
tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria
diantaranya:

1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari
setiap indikator sasaran.

2. Penetapan target relevan dengan indikator Kkinerjanya, logis dan

berdasarkan baseline data yang jelas. Dalam hal ini baseline capaian pada
tahun 2016.
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BAB 6

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD

6.1 Indikator Kinerja

Dalam rangka implementasi RPJMD 2016-2021 pada Misi Ketiga
“‘Mewujudkan Penanggulangan Kemiskinan Secara Terpadu”. Dalam rangka
mendukung pencapaian tujuan ke-3 ditetapkan sasaran strategis yaitu : Sasaran
pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi; Sasaran ke-5
yaitu: Menciptakan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, dan
berdaya saing serta mewujudkan harmonisasi pembangunan berlandaskan tata

ruang.
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Tabel 6. 1 Kebijakan Umum dan Program Prioritas Pembangunan
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik 2016-2021 Berdasarkan RPJMD

Sasaran Indikator i
Pembangunan Target Penelaah Kembali Sasaran Target Penelahaan Kembali
Sasaran o RPJMD &)
Urusan c S ©
© : T d
i 0 Indikator o
- Indikator @ © g © o o o o e Uiame g « ~ © o o o
Kinerja Utama Kinerja @ = = = = ! ! Kinerja Utama < b b b S S
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Utama N N N N N N ¢ N N N N N
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C
c —~~
o ] o —~
g S . |5E8 | g
£a ® c c c c c c £ 8IG S
c = h Il I [ = O ®© o c c c c
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e S N o o Q o =) Y £ o Y = < L] L)
X g « S X X > X X X e e S © e |8
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BAB 7

PENUTUP

7.1 Penutup

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 ini, disampaikan kaidah
pelaksanaan renstra dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini selanjutnya akan dijadikan
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sampai dengan
tahun 2021;

2. Dengan ditetapkanya Restra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun
2016-2021 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (stakeholders)
yang berkaitan dengan pembangunan bidang pekerjaan umum dan tata
ruang terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan
operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan
rencana kegiatan tahunan;

3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2016 — 2021 ini
akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari
tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan sekaligus sebagai dasar laporan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan tahun 2021;
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4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Tahun 2016-2021 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh
jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan

dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang

keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.
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RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATARUANG KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016-2021




RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

Indikator Kinerja, Tujuan,

Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode Program dan Kegiatan ST PeRE pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
’ Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1.03.01.0 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI  |Persentase fasilitasi - - - - 1.228.840.000 - 1.739.467.000 100% 2.774.701.000 100% 2.774.701.000 100% 2.420.468.331
1. PERKANTORAN terhadap pelaksanaan
tupoksi perangkat daerah
1.03.01.0 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN Jumlah penyediaan jasa - - -| 3 Jenis 60.000.000| 2 Jenis 60.000.000 2 Jenis 29.000.000 2 Jenis 14.190.000 - 83.490.000
1.01. PERLENGKAPAN KANTOR peralatan kantor
1.03.01.0 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN a) Jumlah barang cetakan - - -| 2 Jenis 50.000.000 | 3 Jenis 50.000.000 3 Jenis 48.176.000 3 Jenis 62.986.000 - 69.575.000
1.02. PENGGANDAAN b) Jumlah penggandaan
1.03.01.0 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN Jumlah penyediaan bahan - - -| 11 Jenis 10.000.000 | 11 Jenis 10.000.000 11 Jenis 15.000.000 11 Jenis 15.000.000 - 13.915.000
1.03. PERATURAN PERUNDANG-UNDA NGAN  |bacaan dan peraturan
perundang-und angan
1.03.01.0 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH Jumlah Penyedian souvenir - - -| 10 Jenis 35.000.000 [ 1 Jenis 35.000.000 1 Jenis 20.000.000 1 Jenis 20.000.000 - 48.702.500
1.04.
1.03.01.0 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN  |Jumlah penyediaan mamin - - -| 4 Jenis 50.425.000 | 3 Jenis 493.014.000 3 Jenis 150.000.000 3 Jenis 150.000.000 - 686.028.981
1.05.
1.03.01.0 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN Jumlah fasilitasi rapat-rapat - - -| 2 Jenis 120.000.000 | 2 Jenis 150.000.000 2 Jenis 200.000.000 2 Jenis 200.000.000 - 208.725.000
1.06. KONSULTASI koordinasi dan konsultasi
1.03.01.0 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI Jumlah tenaga admisnistrasi - - -| 4 Jenis 153.515.000 | 2 Jenis 141.453.000 2 Jenis 1.600.525.000 2 Jenis 1.600.525.000 - 196.831.850
1.07. KANTOR kantor
1.03.01.0 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL Jumlah fasilitasi telepon, air, - - - 2Jenis 749.900.000| 2 Jenis 800.000.000 9 Jenis 712.000.000 9 Jenis 712.000.000 - 1.113.200.000
1.08. KANTOR dan listrik dan/atau
kebutuhan lain
1.03.01.0 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN |Persentase fasilitasi - - - - 2.248.983.050 - 1.368.989.000 100% 1.363.705.034 100% 3.955.000.000 100% 1.904.948.195
2. PRASARANA APARATUR terhadap sarana prasarana
aparatur
1.03.01.0 PENGADAAN KENDARAAN Kendaraan operasional - - - - - - - - - 1 Unit 200.000.000 - -
2.02. JABATAN/DINAS/OP ERASIONAL satgas SDA dan URC
1.03.01.0 PENGADAAN Jumlah Penyediaan - - - - 450.000.000| 9 Jenis 871.549.000 6 Jenis 726.017.854 6 Jenis 117.312.820 - 1.212.760.434
2.03. PERALATAN/PERLENGKAPAN peralatan/perlengkapan
KANTOR/RUMAH TANGGA kantor/rumah tangga
1.03.01.0 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA Jumlah fasilitasi - - -| 5Gedung 325.360.000 | 7 Gedung 146.615.000 7 Lokasi 315.437.180 7 Lokasi 315.437.180 - 204.014.773
2.05. KANTOR/GEDUNG/ RUMAH TANGGA pemeliharaan
1.03.01.0 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA Jumlah fasilitasi - - -| 4 Jenis 210.000.000 | 4 Jenis 225.825.000 4 Jenis 200.000.000 4 Jenis 200.000.000 - 314.235.488
2.06. KENDARAAN pemeliharaan kendaraan
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
1.03.01.0 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA Presentase Pemeliharaan - - - - - 12 Jenis 125.000.000 10 Jenis 122.250.000 10 Jenis 122.250.000 - 173.937.500
2.07. PERALATAN/PERLE NGKAPAN dan perbaikan peralatan kerja
KANTOR/RUMAH TANGGA
1.03.01.0 PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT Tersedianya kendaraan - - - 2Unit 1.263.623.050 - - - - 3 unit 3.000.000.000 - -
2.09. operasional
1.03.01.0 PROGRAM PENINGKATAN Persentase fasilitasi - - - - 456.205.000 - 296.742.000 100% 426.313.430 100% 495.000.000 100% 654.916.493
6. PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN |terhadap pelaporan Kinerja
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN dan Keuangan
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Indikator Kinerja, Tujuan Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode Program dan Kegiatan Sasaran Pro’gram | pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
’ Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1.03.01.0  [PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN Jumlah laporan yang disusun - - -| 7 Laporan 120.230.000 | 4 Laporan 34.588.000 7 Dokumen 110.559.240 | 7 Dokumen 110.000.000 - 48.129.202
6.01. KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI
KINERJA SKPD

1.03.01.0 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Jumlah Laporan keuangan - - - - - 4 Laporan 35.000.000 5 Laporan 26.323.000 5 Laporan 35.000.000 - 48.702.500
6.02. yang disusun
1.03.01.0  [PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD Jumlah dokumen rencana - - -| 80 Dokumen 143.655.000 | 1 Dokumen 29.120.000 1 Dokumen 18.873.750| 1 Dokumen 35.000.000 - 40.520.480
6.03. kerja Forum OPD Renja
1.03.01.0  [PENYUSUNAN PROFIL SKPD Jumlah buku profil Dinas - - -| 150 Buku 50.000.000 | 1 Buku 50.000.000 | 150 Exemplar 40.075.750 | 150 Exemplar 50.000.000 - 69.575.000
6.05. PUTR
1.03.01.0  [PENGENDALIAN PERENCANAAN Jumlah Laporan data - - -| 60 Exemplar 142.320.000 | 7 Exemplar 148.034.000 9 Dokumen 115.304.840 | 9 Dokumen 115.000.000 - 205.989.311
6.07. PROGRAM DAN KEGIATAN program dan kegiatan yang

disusun
1.03.01.0  [FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN Jumlah desa yang laik - - - - - - -| 1 Dokumen 115.176.850 | 1 Dokumen 150.000.000 - 242.000.000
6.15. (BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, mendapat Bantuan

BANTUAN KEUANGAN DLL) Keuangan

1.03.01.0 |PROGRAM PENGELOLAAN UNIT Persentasi Fasilitasi UPT - - - 100% 444.504.000 100% 776.043.000 100% 1.368.085.130 100% 2.230.000.000 100% 392.355.689
7. PELAKSANA TEKNIS SKPD
1.03.01.0  |REHABILITASI/PEME LIHARAAN Presentase peningkatan - - - 100% 200.000.000 100% 91.733.000 100% 200.000.000 10 Unit 1.000.000.000 100% 127.646.470
7.92. ALAT-ALAT BERAT kinerja UPT
1.03.01.0  [BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG Presentase peningkatan - - - 100% 25.000.000 100% 31.093.000 100% 96.270.230 100% 100.000.000 100% 43.265.910
7.93. SELATAN kinerja UPT
1.03.01.0  [BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG UTARA |Presentase peningkatan - - - 100% 25.000.000 100% 31.093.000 100% 83.919.895 100% 100.000.000 100% 43.265.909
7.94. kinerja UPT
1.03.01.0  |BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG Presentase peningkatan - - - 100% 25.000.000 100% 78.047.000 100% 157.596.005 100% 200.000.000 100% 108.602.400
7.95. BAWEAN kinerja UPT
1.03.01.0  |BOP KEGIATAN KE PU-AN PERALATAN Presentase peningkatan - - - 100% 25.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 69.575.000
7.96. kinerja UPT
1.03.01.0 OPERASIONAL PEMELIHARAAN Presentase peningkatan - - - - 144.504.000 - - - - - - - -
7.97. PRASARANA DAN SARANA KE PU-AN kinerja UPT
1.03.01.0  |OPERASIONAL UPT PENGELOLAAN Presentase terpeliharanya - - - - - 1 unitIPLT, 494.077.000 1 unit IPLT, 780.299.000 | 1 unit IPLT, 122 780.000.000 - -
9.01. LIMBAH CAIR DOMESTIK instalasi IPLT, SPAL 122 IPAL 122 IPAL dan IPAL dan 500

Pemukiman dan Layanan dan 500 Pelanggan

Pelanggan Rumah Tangga 500 Pelanggan Rumah Tangga

Pelanggan Rumah Tangga
Diimah

1.03.01.1 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN (1. Persentase panjang jalan - - 154.133.456.385 - 156.418.678.448 - 207.814.928.708 - - - - - -
5. JEMBATAN kabupaten dalam kondisi

baik

2. Persentase jumlah

jembatan dalam kondisi

baik
1.03.01.1 PEMBANGUNAN JALAN Panjang jalan kabupaten - - -| 15Ruas 103.801.945.123| 27 Ruas 122.739.318.708 - - - - - -
5.01. yang ditingkatkan Jalan Jalan
1.03.01.1 PEMBANGUNAN JEMBATAN Jumlah jembatan kabupaten - - -| 10 Lokasi 26.087.678.240 | 10 Lokasi 19.865.700.000 - - - - - -
5.02. yang ditingkatkan
1.03.01.1 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN  |Panjang jalan poros yang - - -|5 Ruas Jalan 5.200.335.085| 11 Ruas 13.868.674.000 - - - - - -
5.03. PERDESAAN ditingkatkan Jalan

Page 2 of 9



Indikator Kinerja, Tujuan Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode Program dan Kegiatan Sasaran Pro;;ram | pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
' Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1.03.01.1 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS  |Panjang jalan kabupaten - - -|3 Ruas Jalan|  21.328.720.000 |3 Ruas Jalan|  21.022.570.000 - - - - - -
5.04. PENUGASAN BIDANG JALAN SUB BIDANG |yang ditingkatkan
PENDUKUNG KONEKTIFITAS
1.03.01.1 REHABILITASI/PEME LIHARAAN Jumlah Data test - - - - -| 100 Lokasi 127.220.000 - - - - - -
5.05. LABORATORIUM KEBINAMARGAAN laboratorium jalan dan
jembatan
1.03.01.1 REHABILITASI/PEME LIHARAN JALAN Panjang jalan yang dipelihara - - - - - 45 24.905.303.000 - - - - - -
5.06. Kecamatan
1.03.01.1 REHABILITASI/PEME LIHARAAN JALAN Panjang jalan yang - - - - -| 26 Ruas 4.954.730.000 - R - - - R
5.07. DAN JEMBATAN PERDESAAN direhabilitasi Jalan
1.03.01.1 INPEKSI KONDISI JALAN Jumlah dokumen data kondisi - - - - -| 1 Dokumen 137.053.000 - - - - - -
5.08. jalan
1.03.01.1 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA | Jumlah pengaman jalan dan - - - - - - 194.360.000 - - - - - -
5.09. JALAN DAN JEMBATAN jembatan yang terpasang
1.03.01.1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN |Persentase ketersediaan - - 13.750.000.000 - 12.537.799.385 - 11.659.328.000 - - - - - -
6. PRASARANA KEBINAMARGAAN Lampu PJU sesuai
kebutuhan
1.03.01.1 REHABILITASI/PEME LIHARAAN Jumlah Lampu PJU yang - - -| 15 Titik 93.400.000 - - - - - - R R
6.01. LABORATORIUM KEBINAMARGAAN dipelihara
1.03.01.1 PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM |Jumlah Lampu PJU yang - - - 16 12.444.399.385 31 10.558.749.000 - - - - - -
6.02. terpasang Kecamatan Kecamatan
1.03.01.1 REHABILITASI/PEME LIHARAAN Jumlah Lampu Penerangan - - - - - - 1.100.579.000 - - - - - -
6.03. PENERANGAN JALAN UMUM Jalan Umum yang dipelihara
1.03.01.1 PROGRAM REHABILITASI/ - - - 30.000.000.000 - 26.916.566.000 - - - - - - - -
7. PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN
1.03.01.1 REHABILITASI/PEME LIHARAN JALAN Panjang jalan yang dipelihara - - - - 24.941.192.000 - - - - - - - -
7.01.
1.03.01.1 REHABILITASI/PEME LIHARAAN JALAN Panjang jalan yang - - - - 1.975.374.000 - - - - - - R R
7.02. DAN JEMBATAN PERDESAAN direhabilitasi
PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN |Persentase Kemantapan - - 300.000.000 - - - - - - - - - -
JEMBATAN Infrastruktur Jalan dan
Jembatan
1.03.01.1 PROGRAM REHABILITASI/ - - - - - 1.492.801.000 - - - - = o o .
8. PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA KEBINAMARGAAN
1.03.01.1 INPEKSI KONDISI JALAN Jumlah dokumen data kondisi - - - - 297.440.000 - - - - - - - -
8.02. jalan
1.03.01.1 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA  |Jumlah pengaman jalan dan - - - - 197.800.000 - - - - - - - -
8.03. JALAN DAN JEMBATAN jembatan yang terpasang
1.03.01.1 REHABILITASI/PEME LIHARAAN Jumlah Lampu Penerangan - - - - 997.561.000 - - - - - - - -
8.04. PENERANGAN JALAN UMUM Jalan Umum yang dipelihara
1.03.01.1 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR Persentase Saluran - - 26.979.500.000 - 46.187.944.303 - 48.453.838.000 43% 4.605.620.800 46% 6.700.000.000 49% 67.423.515.577
9. Pembuang dalam Kondisi
Baik
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Indikator Kinerja, Tujuan,

Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode Program dan Kegiatan ST PeRE pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
’ Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1.03.01.1 PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN Panjang saluran pembuang - - -| 25 Saluran 46.187.944.303 | 30 Saluran 48.453.838.000 22 Saluran 4.605.620.800 | 20 Saluran 5.350.000.000 - 67.423.515.577
9.01. PENGERUKAN SUNGAI/KALI yang dipelihara Pembuang
1.03.01.1 PEMBANGUNAN / REHABILITASI PINTU Jumlah bangunan pintu air - - - - - - - - - 7 pintu air 1.350.000.000
9.00X. PENGENDALI BANJIR yang dipelihara
1.03.01.2 |PROGRAM PEMBANGUNAN DAN Persentase Panjang - - 31.800.000.000 - 24.296.230.165 - 23.390.857.000 52,711% 8.076.902.000 54,21% 16.091.375.450 |  55,21% 32.548.377.515
0. PEMELIHARAAN SALURAN Saluran Drainase Perkotaan

DRAINASE/GORONG-GORONG Dalam Kondisi Baik
1.03.01.2  |PEMBANGUNAN SALURAN Panjang saluran drainase - - - - 21.108.108.165 | 21 Lokasi 19.375.534.000 3 Lokasi 4.993.374.500 7 Lokasi 12.041.375.450 - 26.961.055.561
0.01. DRAINASE/GORONG-GORONG perkotaan yang dibangun
1.03.01.2  |REHABILITASI/PEMELIHARAAN Jumlah saluran drainase - - -| 4 unit rumah 3.046.650.000 | 4 unit rumah 4.015.323.000| 4 unitrumah 3.083.527.500| 4 unit rumah 4.050.000.000 - 5.587.321.954
0.02. DRAINASE/GORONG-GORONG perkotaan yang dipelihara pompa pompa pompa pompa
1.03.01.2  |MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN - - - - - 141.472.000 - - - - - - - -
0.04. PEMBANGUNAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG
1.03.01.2 |PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Persentase Panjang - - 30.469.188.000 - 21.940.406.664 - 20.461.294.000 42,23% 11.492.331.720 51,23% 14.800.000.000 | 60,23% 30.286.890.601
1. PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA |Jaringan Irigasi Yang

DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA Dipelihara
1.03.01.2  |PEMBANGUNAN PINTU AIR Jumlah pintu air yang - - -|  2buah 2.288.863.254| 5buah 1.777.140.000 - - - - - 2.472.890.310
1.01. dibangun
1.03.01.2  |REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN |Panjang irigasi yang - - - 4,800M 5.725.628.015| 1,875M 3.665.866.000 - - - - - 5.101.052.539
1.02. IRIGASI direhab/dipelihar a
1.03.01.2  |REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR [Jumlah Pintu Air yang - - -| 4Pintu 647.462.895| 4 Pintu 643.336.000 - - - - - 895.202.044
1.03. dipelihara/direha bilitasi
1.03.01.2  |REHABILITASI/PEMELIHARAAN SUMBER  [Jumlah satgas operasional - - - - - - 1.096.500.000 14 Orang 2.826.800.920 10 Orang 4.834.469.200 - 1.525.779.750
1.05. DAYA AR sumber daya air
1.03.01.2  |PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS  |Panjang irigasi yang - - -| 24 Daerah 13.278.452.500 5,621 13.278.452.000 - - - - - 18.476.965.958
1.06. INFRASTRUKTUR IRIGASI UNTUK direhab/dipelihara Irigasi Daerah

KEDAULATAN PANGAN Irigasi
1.03.01.2 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI | Tersedianya database dan - - - - - - -| 12 Kecamatan 679.123.200 | 8 Kecamatan 1.179.123.200 - 1.815.000.000
1.07. SUMBER DAYA AR masterplan sumber daya air
1.03.01.2 REHABILITASI JARINGAN IRIGASI Panjang irigasi yang direhab - - - - - - - 700 M 1.192.683.600 561 M 1.992.683.600 - -
1.002.
1.03.01.2  |PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS  |Panjang irigasi yang - - - - - - - 2728 M 6.793.724.000 3193 M 6.793.724.000 - -
1.008. PENUGASAN BIDANG IRIGASI direhab/dipelihara

PROGRAM PENGEMBANGAN, Kapasitas tampungan air - - 23.483.600.000 - - - - - - - - - -

PENGELOLAAN DAN KONSERVASI waduk

SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR

LAINNYA
1.03.01.2 |PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase Kapasitas Daya - - 2.160.000.000 - 13.571.889.173 - 5.192.568.000 71,36% 1.880.455.800 73,86% 5.934.399.000 | 76,36% 7.225.458.372
2, PENGOLAHAN AIR BAKU Tampung Air Waduk

Kabupaten

1.03.01.2  |PEMBANGUNAN PENGAMANAN SUMBER  [Panjang aset tanah - - - 100 KM 2.796.922.000 7KM 491.643.000 20 KM 697.458.400 81 KM 2.697.458.400 - 684.121.234
2.01. DAYA AIR pengairan yang dipatok
1.03.01.2  |PENINGKATAN DISTRIBUSI PENYEDIAAN  [Jumlah HIPPA yang dibina - - - 3 Kelompok 94.181.200 30 Kelompok 81.280.000 40 Orang 91.889.400 4 HIPPA 100.000.000 - 113.101.120
2.02. AIR BAKU
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Indikator Kinerja, Tujuan,

Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode Program dan Kegiatan ST PeRE pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
’ Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1.03.01.2 PEMBANGUNAN EMBUNG DAN Jumlah bangunan - - - 3 Waduk 3.764.855.453 - 1.951.560.000 - - - - - 2.715.595.740
2.03. BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA penampung air yang
dinormalisasi

1.03.01.2 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI Jumlah bangunan - - - 4 Waduk 1.758.285.171| 5 Waduk 993.397.000 7 Waduk 1.091.108.000 16 Waduk 3.136.940.600 - 1.382.311.926
2.04. EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG  |penampung air yang

AIR LAINNYA dipelihara
1.03.01.2 REHABILITASI KAWASAN KRITIS DAERAH  Jumlah penampung air baku - - - 7 Waduk 5.157.645.349 | 8 Waduk 1.674.688.000 - - - - - 2.330.328.352
2.05. TANGKAPAN SUNGAI DAN DANAU yang diehabilitasi
1.03.01.2 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA Presentase Rumah Tangga - - 19.167.470.000 - 9.469.936.000 - 10.761.490.000 68,17% 18.533.208.250 68,44% 21.400.102.000 | 68,72% 14.974.613.334
3. PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM Akses Air Bersih

Non-PDAM

1.03.01.2 PENGEMBANGAN SARANA DAN Jumlah sarana prasarana air - - - 14% 2.997.456.000 20% 5.934.745.000 21 Lokasi 8.823.765.000 38 Lokasi 10.000.000.000 - 8.258.197.667
3.01. PRASARANA AIR BERSIH bersih yang dibangun
1.03.01.2 FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA |Jumlah Rumah Tangga yang - - - % 2.597.480.000|  350% 951.745.000 | 14 Sambungan 3.309.341.250 | 14 Sambungan 5.000.000.000 - 1.324.353.167
3.02. DAN SARANA AIR MINUM BERBASIS terakses air bersih Rumah Rumah

MASYARAKAT
1.03.01.2 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS  [Jumlah sarana prasarana air - - - 14% 3.875.000.000 26% 3.875.000.000 4 Lokasi 2.790.313.000 2 Lokasi 2.790.313.000 - 5.392.062.500
3.03. REGULER BIDANG AIR MINUM bersih yang dibangun
1.03.01.2 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS  |Jumlah sarana prasarana air - - - - - - - 8 Lokasi 3.609.789.000 8 Lokasi 3.609.789.000 - -
3.04. PENUGASAN BIDANG AIR MINUM bersih yang dibangun
1.03.01.2 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA - - - - - 3.024.516.400 - - - - - - - -
4, PENGELOLAAN AIR LIMBAH
1.03.01.2 FASILITASI PEMBINAAN TEKNIK - - - - - 30.000.000 - - - - - - - R
4.02. PENGOLAHAN AIR LIMBAH
1.03.01.2 REHABILITASI/PEME LIHARAAN - - - - - 497.431.000 - - - - - - - -
4.03. SARANA DAN PRASARANA AIR LIMBAH
1.03.01.2 PEMBANGUNAN SARANA - - - - - 1.866.684.400 - - - - - - - -
4.04. INFRASTRUKTUR PENGOLAHAN LIMBAH

KOMUNAL
1.03.01.2 MONITORING,EVAL UASI DAN PELAPORAN|- - - - - 96.576.000 - - - - - - - -
4.05. PENGELOLAAN AIR LIMBAH
1.03.01.2 BOP PENUNJANG PROGRAM SANITASI - - - - - 533.825.000 - - - - - - - -
4.06. BERBASIS MASYARAKAT

PROGRAM PEMBANGUNAN Persentase Kemantapan - - 43.243.823.000 - - - - - - - - - -

IFRASTRUKTUR PERDESAAN/ Infrastruktur

KELURAHAN Perdesaan/Kelurahan
1.03.01.2 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Jumlah infrastruktur - - 49.041.200.000 - 42.894.709.162 - 82.442.017.000 3 Lokasi 42.352.202.950 3 Lokasi 39.857.641.200 | 2 Lokasi 86.800.450.075
5. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR strategis sesuai tata ruang

WILAYAH STRATEGIS
1.03.01.2 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN Jumlah Infrastruktur yang - - -| 4 lokasi 7.370.362.772| 3 lokasi 7.650.187.000 2 Lokasi 8.321.785.870 1 Lokasi 2.000.000.000 - 10.645.235.210
5.01. INFRASTRUKTUR dibangun
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Indikator Kinerja, Tujuan Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode Program dan Kegiatan Sasaran Pro;;ram | pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
’ Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1.03.01.2  [REVITALISASI KAWASAN Jumlah Penataan Kawasan - - -| 3 Lokasi 2.190.440.660 | 6 Lokasi 2.349.545.000 1 Lokasi 3.990.082.160 2 Lokasi 6.700.000.000 - 3.269.391.867
5.02. Religius di Kabupaten Gresik
yang terealisasi
1.03.01.2  [PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER Jumlah Kawasan Islamic - - -| 1 Lokasi 20.601.828.290 | 1 Lokasi 8.815.292.000 1 Lokasi 19.992.358.800 1 Lokasi 15.007.641.200 - 12.266.478.818
5.03. Center yang dibangun
1.03.01.2  |PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA Jumlah Sarana Olah Raga - - -| 1 Lokasi 12.732.077.440| 1 Lokasi 21.421.282.000 1 Lokasi 2.927.344.970 1 Lokasi 5.000.000.000 - 1.890.097.324
5.04. yang dibangun
1.03.01.2  |[PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG Jumlah dokumen data - - - - - - 114.550.000 - - - - - 159.396.325
5.05. bangunan gedung
1.03.01.2  |PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR Jumlah gedung kantor yang - - - - - - 42.091.161.000 2 Lokasi 7.120.631.150 3 Lokasi 11.150.000.000 - 58.569.850.531
5.06. dibangun
Program Pembinaan dan Pengawasan Jumlah sertifikat Laik - - 864.000.000 - - - - - - - - - -
Bangunan Gedung Negara Fungsi bangunan gedung
yang diterbitkan
1.03.01.2 |PROGRAM PENGEMBANGAN DAN Jumlah gedung negara - - - - 19.372.144.139 - - 2 Lokasi 24.988.193.400 2 Lokasi 22.506.753.600 - 22.500.000.000
6. PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA yang dikembangkan/
dibangun
1.03.01.2  |[PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG Jumlah dokumen data - - -| 1 Buku 79.822.000 - - - - - - - -
6.02. bangunan gedung
1.03.01.2  |PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR Jumlah gedung kantor yang - - -| 5 Lokasi 19.292.322.139 - - - - - - - -
6.03. dibangun
1.03.01.2  [PEMBANGUNAN GEDUNG MARKAS Jumlah Gedung Markas - - - - - - - 1 Lokasi 19.993.246.400 1 lokasi 15.006.753.600 - -
6.005. KEPOLISIAN RESORT GRESIK Kepolisian yang dibangun
1.03.01.2  [PEMBANGUNAN GEDUNG KEJAKSAAN Jumlah Gedung Kejaksanaan - - - - - - - 1 Lokasi 4.994.947.000 1 lokasi 7.500.000.000 - 22.500.000.000
6.006. NEGERI GRESIK Negeri yang dibangun
1.03.01.2 |PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG (Jumlah Komulatif RDTR - - 4.998.506.500 - 787.575.200 - 518.574.000 | 1 RDTR, 2 RTBL 734.938.960 | 1 RDTR, 2 RTBL 734.938.000| 1RDTR, 2 721.595.721
9. dan RTBL yang disusun RTBL
1.03.01.2  |PENYUSUNAN RENCANA TATA Jumlah Dokumen RTBL yang - - -| 2 Dokumen 495.668.000 | 1 Dokumen 244.546.000 | 2 Dokumen RTBL 438.140.840| 2 Dokumen 438.140.500 - 340.285.759
9.01. BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) disusun RTBL
1.03.01.2  |PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA Jumlah Dokumen RDTR yang - - -| 1 Dokumen 291.907.200 | 1 Dokumen 244.700.000 1 Dokumen 244.303.840| 1 Dokumen 244.303.500 - 340.500.050
9.02. RUANG (RDTR) DAN PERATURAN ZONASI |disusun
1.03.01.2  |PEMETAAN TEMATIK DAN UPDATING Jumlah peta tematik yang di - - - - - - 29.328.000 | 1 Album Peta 52.494.280 | 1 Album Peta 52.494.000 - 40.809.912
9.06. BASIS DATA INFORMASI TATA RUANG update Tematik Tematik
1.03.01.3  [PROGRAM PEMANFAATAN RUANG - - - - - 50.000.000 - - - - - - - -
0.
1.03.01.3  [PENYUSUNAN SISTEM INFORMASIDAN |- - - - - 50.000.000 - - - - - - - -
0.02. DATABASE PENATAAN RUANG
1.03.01.3  [PROGRAM PENGENDALIAN Presentase pelaksanaan - - - - 189.341.400 - 360.664.000 80% 311.531.000 85% 432.684.000 95% 501.863.956
1. PEMANFAATAN RUANG pemanfaatan ruang sesuai
dengan rekomendasilijin
tata ruang
1.03.01.3  [OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN Jumlah rekomendasi izin - - - 80 92.657.400 30 52.178.000 240 55.638.320 250 105.638.320 - 72.605.687
1.02. PENERTIBAN PELANGGARAN BIDANG pemanfaatan ruang Rekomendas Rekomendas Rekomendasi Rekomendasi
PENATAAN RUANG i i IPR 20 IPR 20
Rekomendasi Rekomendasi
BKPRD BKPRD
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Indikator Kinerja, Tujuan Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode Program dan Kegiatan Sasaran Pro’gram | pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
’ Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1.03.01.3  [PENGENDALIAN PEMASANGAN PIPA, Jumlah rekomendasi teknis - - - 15 96.684.000 10 39.850.000 10 40.468.200 | 10 Rekomendasi 50.468.200 - 55.451.275
1.04. KABEL DAN UTILITAS utilitas dan pengawasan Rekomendas Rekomendas Rekomendasi Utilitas, 20
pemasangan pipa, kabel, i i Utilitas, 10 Kegiatan
jaringan utilitas Kegiatan Pengawasan
Pengawasan
1.03.01.3  |OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI  (jumlah rekomendasi teknis - - - - - 30 40.150.000 | 250 Rekomendasi 20.399.960 300 50.399.960 - 55.868.725
1.06. PEMANFAATAN RUANG (ADVICE tata ruang yang diterbitkan Rekomendas Rekomendasi
PLANNING) i
1.03.01.3  |PENGAWASAN DAN TASKFORCE TATA Jumlah lokasi/kawasan yang - - - - - 20 56.596.000 220 79.841.800 220 79.841.800 - 78.753.334
1.07. RUANG dilakukan pengawasan Lokasi/Kawa Lokasi/Kawasan Lokasi/Kawasan
pemanfaatan ruang dan san
tindak lanjut
1.03.01.3  |PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN  [Jumlah pelaporan - - - - - 240 52.601.000 200 10.706.400 | 200 Pelaporan / 41.859.400 - 73.194.291
1.08. DATABASE PENATAAN RUANG pemanfaatan Pelaporan Pelaporan/per Permohonan & 1
ruang/permohonan informasi mohonan & Sistem Informasi
peruntukan ruang yang 1 sistem Mutakhir dan
menggunakan sistem informasi Prima (Go -
informasi serta pemutakhiran mutakhir dan Putar)
dan perbaikan sistem prima
informasi
1.03.01.3 DISEMINASI INFORMASAI RENCANA TATA |Jumlah Kecamatan yang - - - - -|4 Kecamatan 65.802.000 | 4 Kecamatan 51.163.500 | 4 Kecamatan 51.163.500 - 91.563.483
1.09. RUANG telah mendapatkan
sosialisasi dan informasi tata
ruang
1.03.01.3  |PENYUSUNAN NORMA, STANDART DAN  [Jumlah NSPK dan atau - - - - -| 1 Dokumen 53.487.000 | 1 Dokumen Juknis 53.312.820 | 1 Dokumen 53.312.820 - 74.427.161
1.10. KRITERIA (NSPK) PEMANFAATAN RUANG  [regulasi tata ruang Juknis
1.03.01.3  [PROGRAM PENGATURAN JASA jumlah komulatif sertifikat - - 400.000.000 - 366.903.000 - 590.098.000| 2 Dokumen 885.917.200| 2 Dokumen 945.917.200 | 2 Dokumen 821.121.368
4. KONSTRUKSI bangunan laik fungsi yang
diterbitkan
1.03.01.3  |PENGATURAN DAN PENYELENGGARA AN [Jumlah sertifikat Kompetensi - - -| 40 Sertifikat 98.883.800 | 40 Sertifikat 64.041.000 | 70 Sertifikat, 2 228.143.280| 70 Sertifikat, 2 228.143.280 - 89.113.052
4.01. USAHA JASA KONSTRUKSI Tenaga Konstruksi, HSPK dan 1 HSPK dan
tersusunnya HSPK dan Peraturan Daerah 1 Peraturan
Peraturan Daerah tentang Daerah
Jasa Konstruksi
1.03.01.3  |PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI Jumlah peserta pembinaan - - -| 10 Sertifikat 98.974.200 | 60 Sertifikat 76.910.000 | 35 Pengguna 215.444.280| 35 Pengguna 215.444.280 - 107.020.265
4.02. jasa konstruksi Jasa Konstruksi Jasa Konstruksi
dan 10 dan 10 Asosiasi
Assosiasi Penyedia Jasa
Penyedia Jasa Konstruksi
Konstruksi
1.03.01.3  [PENYUSUNAN HARGA SATUAN DAN UPAH |- - - - - 96.005.000 - - - - - - - -
4.03. KERJA
1.03.01.3  [MONITORING PEMBINAAN DAN Jumlah bangunan gedung - - -|  1Buku 48.208.000| 2 Buku 144.960.000 80 Laporan 176.527.680 | 80 Laporan 176.527.680 - 201.711.840
4.04. PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG dan kegiatan jasa konstruksi Monitoring Monitoring
lainnya yang dimonitoring

Page 7 of 9



Indikator Kinerja, Tujuan Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kode Program dan Kegiatan Sasaran Pro’gram | pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
’ Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1.03.01.3  |SERTIFIKASI STANDAR LAIK FUNGSI Jumlah Rekomendasi IMB - - -| 2 Dokumen 24.832.000 | 2 Dokumen 129.837.000 | 8 Rekomendasi 145.625.080 | 8 Rekomendasi 205.625.080 - 180.668.186
4.05. BANGUNAN GEDUNG TABG dan SLF Bangunan kebijakan kebijakan dan 5 Plakat dan 5 Plakat SLF

Gedung Tidak Sederhana SLF

untuk Kepentingan Umum
1.03.01.3  |PENGUJIAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG [Jumlah bangunan gedung - - -| 3 Sertifikat - 20 Sertifikat 100.000.000 - - - - - 139.150.000
4.06. yang dilakukan pengujian

teknis
1.03.01.3  |VERIFIKASI REKOMENDASI TEKNIS Jumlah - - -| 3 Sertifikat - 5 Sertifikat 74.350.000 150 120.176.880 150 120.176.880 | 11 Setifikat 103.458.025
4.07. KEGIATAN KE-PU-AN rekomendasi/verifikasi teknis Rekomendasi Rekomendasi

yang diterbitkan
1.03.01.3 |PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS 1) Persentase Panjang jalan - - - - - - - 1) 73,2% 272.478.002.077 1) 73,7% 476.462.407.000 | 1) 74,2% | 311.940.230.503
5 JALAN DAN JEMBATAN kabupaten dalam kondisi 2)67,11% 2)67,91% 2) 68,71%

baik

2) Persentase Jumlah

jembatan dalam kondisi

baik
1.03.01.3  |PEMBANGUNAN JALAN Panjang Jalan kabupaten - - - - - - -| 19 ruas Jalan 142.019.963.600 29 Ruas 213.434.022.000 - 193.827.971.127
5.01. yang ditingkatkan 6 ruas Trotoar

Panjang Trotoar yang 3ruas TPT

dibangun 3 ruas Saluran

Panjang TPT yang dibangun

Panjang Saluran yang

dibangun
1.03.01.3  |PEMBANGUNAN JEMBATAN Jumlah jembatan kabupaten - - - - - - - 2 Lokasi 14.980.684.000 4 Lokasi 23.405.000.000 - 27.643.121.550
5.02. yang ditingkatkan
1.03.01.3  |PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN  [Jumlah ruas jalan dan - - - - - - -| 12 Ruas Jalan 28.561.000.846 |7 Ruas Jalan dan|  27.403.556.000 - 19.298.259.871
5.03. PERDESAAN jembatan yang ditingkatkan dan 6 Lokasi 9 Lokasi

Jembatan Jembatan
1.03.01.3 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS  |Panjang jalan kabupaten - - - - - - - - - - - - 29.252.906.155
5.04. (DAK)PENUGASAN BIDANG JALAN yang ditingkatkan
SUBBIDANG PENDUKUNG KONEKTIFITAS

1.03.01.3 REHABILITASI/PEMELIHARAAN Jumlah Data test - - - - - - -| 100 Dokumen 919.164.800 | 14 Dokumen 1.200.000.000 - 177.026.630
5.05. LABORATORIUM KEBINAMARGAAN laboratorium jalan dan

jembatan
1.03.01.3 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN Panjang jalan yang dipelihara - - - - - - - 19 ruas 43.016.617.871 42 ruas 139.668.197.000 - 34.655.729.125
5.06.
1.03.01.3  |REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN [Panjang jalan yang - - - - - - - 7 ruas 13.923.593.760 10 ruas 32.690.485.000 - 6.894.506.795
5.07. JEMBATAN PERDESAAN direhabilitasi
1.03.01.3 INSPEKSI KONDISI JALAN Jumlah dokumen data kondisi - - - - - - - 1dokumen 399.518.200 | 4 dokumen 650.000.000 - 190.709.250
5.08. jalan
1.03.01.3 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS  |Panjang jalan kabupaten - - - - - - .| 2ruasjalan 16.642.480.000| 2 ruas jalan 17.296.168.000 -
5.009. REGULER BIDANG JALAN yang ditingkatkan
1.03.01.3 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS  |Panjang Jalan Kabupaten - - - - - - .| 1Ruas Jalan 12.014.979.000 | 1 Ruas Jalan 12.014.979.000 -
5.010. PENUGASAN BIDANG JALAN yang ditingkatkan
1.03.01.3  |PERENCANAAN JALAN DAN JEMBATAN  [Jumlah dokumen - - - - - - - - - | 120 dokumen 8.700.000.000 -
5.XXX. perencanaan jalan dan

jembatan
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Indikator Kinerja, Tujuan,

Data Capaian

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kode Program dan Kegiatan ST PeRE pada Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
’ Awal Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1.03.01.3  [PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Persentase ketersediaan - - - - - - 62,07% 22.505.417.596 68,07% 18.175.000.000 | 74,07% 16.494.406.853
6. PRASARANA KEBINAMARGAAN Lampu PJU sesuai

kebutuhan
1.03.01.3  [PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM |[Jumlah lampu PJU yang - - - - - -| 37 Ruas Jalan 20.895.016.460 | 35 Ruas Jalan 14.325.000.000 - 14.692.499.234
6.01. terpasang
1.03.01.3 REHABILITASI/PEMELIHARAAN Jumlah Lampu Penerangan - - - - - -| 16 Kecamatan 1.444.678.136 | 16 Kecamatan 3.000.000.000 - 1.531.455.679
6.02. PENERANGAN JALAN UMUM Jalan Umum yang dipelihara
1.03.01.3 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA | Jumlah pengaman jalan dan - - - - - - 3ruas 165.723.000 5 lokasi 300.000.000 - 270.451.940
6.03. JALAN DAN JEMBATAN jembatan yang terpasang
1.03.01.3  |PERENCANAAN PENERANGAN JALAN Jumlah dokumen - - - - - - - - 2 dokumen 550.000.000 -
6.XXX. UMUM perencanaan penerangan

jalan

TOTAL 430.790.743.885,00 383.895.972.489,00 415.826.897.708,00 414.777.526.347,00 633.495.918.450,00 597.611.212.583,00
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